PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Otto Iskandardinata, Lingkar Selatan — Benteng Ciamis

Telp./Faksimile ( 0265 ) 7578862
Website:dishub.ciamiskab.go.id Kode Pos 46217

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR  : 500 -t /00</Dishub-02
LAMPIRAN : 3 (tiga)

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

BUPATI CIAMIS,

a. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan merupakan standarisasi cara yang
dilakukan aparatur pemerintah dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya,
sehingga penetapannya harus memiliki kekuatan hukum;
bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati
Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ciamis, Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan pada masing-masing Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani
oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati;

bahwa berdasarkan Lampiran IX huruf A Peraturan Bupati
Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ciamis, mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah
atas nama Bupati dapat menandatangani Naskah Dinas
Penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan



Mengingat

-2-

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dengan

Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
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Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
S Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024,

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Ciamis;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ciamis;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

.

15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2023 tentang
Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024.

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas

Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
sebagaimana Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

SOP Sekretariat Umum dan Kepegawaian

SOP Sekertariat Perencanaan dan Keuangan

SOP Bidang Angkutan

SOP Bidang Lalu Lintas

SOP Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

SOP Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan
Bermotor

7. SOP Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Parkir

8. SOP Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
sebagaimana Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap
aparatur pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Ciamis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

O, Gl g B0 1

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 02 Januari 202y
a.n. BUPATI CIAMIS

KEPATA, DINAS PERHUBUNGAN
AN AMIS

75
)

DADANG MULYATNA

Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Wakil Bupati Ciamis;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Bagian Organisasi.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR
TANGGAL

: SO0 - [COF [ Dishub. 02
C 02 domulri 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS

A. SOP Sekretariat Umum dan Kepegawaian

a.

SR om0 a0 T

]

001/Dishub.01/07/2023
002/Dishub.01/07/2023
003/Dishub.01/07/2023
004 /Dishub.01/07/2023
005/Dishub.01/07/2023
006/Dishub.01/07/2023
007/Dishub.01/07/2023
008/Dishub.01/07/2023
009/Dishub.01/07/2023
010/Dishub.01/07/2023

Pembuatan Izin Cuti

Pembuatan Surat Perintah Tugas
Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas
Administrasi Surat Masuk

Administrasi Surat Keluar

Penyimpanan Arsip Surat/Naskah Dinas
Pelayanan Pengaduan Publik

Pengelolaan Mutasi

Pengelolaan Data Kenaikan Gaji Berkala

Pengelolaan Data Kenaikan Pangkat dan Golongan

B. SOP Sekretariat Perencanaan dan Keuangan

a.

-0 oa e o

001/Dishub.02/07/2023
002/Dishub.02/07/2023
003/Dishub.02/07/2023
004 /Dishub.02/07/2023
005/Dishub.02/07/2023
006/Dishub.02/07/2023

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungan Jawaban (LKPJ)
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Pencairan dana Kegiatan

Pembuatan SPP dan Pengajuan SPM

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
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g. 007/Dishub.02/07/2023 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
h. 008/Dishub.02/07/2023 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
SOP Bidang Angkutan

a. 001/Dishub.03/01/2024 Izin Usaha Angkutan

b. 002/Dishub.03/01/2024 Izin SK dan KP

c. 003/Dishub.03/01/2024 Izin Operasi Baru

e 004 /Dishub.03/01/2024 Izin Advis dan Rekomendasi

f.  005/Dishub.03/01/2024 Izin Insidential

SOP Bidang Lalu Lintas

a. 001/Dishub.04/07/2023 Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

b. 002/Dishub.04/07/2023 Pengawasan,Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

c. 003/Dishub.04/07/2023 Pemasangan Rambu Lalu Lintas

d. 004/Dishub.04/07/2023 Penyelenggaraan Rekomendasi Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas

e. 005/Dishub.04/09/2023 Mitigasi Bencana Dinas Perhubungan

SOP Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

a. 001/Dishub.05/07/2023 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan

b. 002/Dishub.05/07/2023 Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)
c. 003/Dishub.05/07/2023 Sosialisasi Keselamatan Jalan

SOP Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor

a. 001/Dishub.06/01/2024 Mutasi Keluar

002/Dishub.06/01/2024 Mutasi Masuk

003/Dishub.06/01/2024 Numpang Uji Keluar

004 /Dishub.06/01/2024 Numpang Uji Masuk
005/Dishub.06/01/2024 Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

°© a0 o




g. 007/Dishub.06/01/2024

h. 008/Dishub.06/01/2024
i.  009/Dishub.06/01/2024
j.  010/Dishub.06/01/2024
k. 011/Dishub.06/01/2024
1. 012/Dishub.06/01/2024

m. 013/Dishub.06/01/2024
n. 014/Dishub.06/01/2024
0. 015/Dishub.06/01/2024

=

Penggantian Kartu Uji yang Hilang dan Rusak

Penilaian Kondisi Teknis

Rekomendasi Rubah Kepemilikan

Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor

Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor Pelayanan Uji Keliling
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pelayanan Uji Keliling
Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Pelayanan Uji Keliling

Mutasi Masuk Pelayanan Uji Keliling

G. SOP Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Parkir

a. 001/Dishub.07/07/2023
b. 002/Dishub.07/07/2023

Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Parkir

Parkir Berlangganan

H. SOP Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal

a. 001/Dishub.08/07/2024

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe ¢

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 97 Januart go24

a.n. BUPATI CIAMIS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
....... PATEN CIAMIS
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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 006/Dishub.01/07/2023

Tanggal Pembuatan | 13/07/2023

Tanggal Revisi 1

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
| /KABUPATEN CIAMIS

DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP_19710301 199101 1 002

Nama SOP PENYIMPANAN ARSIP SURAT/NASKAH DINAS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Arsip
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis

1. Mengetahui prosedural penyimpanan arsip surat/naskah dinas.
2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Keterkaitan SOP :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Administrasi Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.
2. Administrasi Surat Keluar. 2. Meja dan Kursi Kerja.
3. Pembuatan Izin Cuti. 3. Komputer/Laptop.
4. Pembuatan Surat Perintah Tugas. 4. Printer.
5. Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 5. Scanner.
6. Buku Agenda Arsip.
7. Alat Fotocopy.
8. BoxArsip.
9. Lemari Arsip.
10. Ruangan Arsip.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Penyimpanan Arsip Surat/Naskah Dinas tidak dilaksanakan, maka
akan dapat berdampak pada kehilangan arsip kedinasan sehingga
menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

1. Kepala Dinas Perhubungan : Catatan/Arahan.
2. Sekretaris Dinas : Catatan/Arahan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Paraf.

| No. | Aktivitas |

Pelaksana [ Mutu Baku l Ket.J




Kasubag

Menerima Laporan Bulanan Pengelolaan Arsip dari
Arsiparis. ‘

Melakukan pemeriksaan fisik Arsip.
Memberikan catatan/arahan terkait
Bulanan Pengelolaan Arsip.

Laporan

Staf Umum dar.l Sekl:etarls Ke.pala Kelsnakapsin Waktu Output
Umum Kepegawai Dinas Dinas
an
1. | Arsiparis: e Menerima Asli 20 e Catatan informasi
e Menerima Asli Surat / Naskah Dinas. Surat / Naskah | Menit Arsip pada Buku
e Mencatat informasi Surat / Naskah Dinas pada Buku Dinas. Agenda Arsip.
Agenda Arsip. e Buku Agenda e Hardcopy Arsip.
e Melakukan Scan Asli Surat / Naskah Dinas untuk Arsip. e Softcopy Arsip.
disimpan pada Database Komputer. e Map Arsip. e Laporan Bulanan
e Menyimpan Asli Surat / Naskah Dinas pada Map l I e Box Arsip. Pengelolaan Arsip.
Arsip dan memberikan Kode Arsip. e Komputer /
e Menyimpan Map Arsip sesuai klasifikasi pada Box Laptop.
Arsip di Ruang Penyimpanan Arsip. e Scanner
e Membuat Laporan Bulanan Pengelolaan Arsip
untuk kemudian disampaikan kepada Kasubag
Umum dan Kepegawaian.
2. | Kasubag Umum dan Kepegawaian : Laporan  Bulanan 15 Paraf pada Laporan
e Menerima Laporan Bulanan Pengelolaan Arsip dari v Pengelolaan Arsip. Menit | Bulanan Pengelolaan
Arsiparis. Arsip.
e Melakukan pemeriksaan fisik Arsip.
e Meneruskan Laporan Bulanan Pengelolaan Arsip ke
Sekretaris Dinas.
3. | Sekretaris Dinas : Laporan  Bulanan 15 Catatan/arahan pada
e Menerima Laporan Bulanan Pengelolaan Arsip dari l Pengelolaan Arsip. Menit | Laporan Bulanan
Arsiparis. Pengelolaan Arsip.
e Melakukan pemeriksaan fisik Arsip.
e Memberikan catatan/arahan terkait Laporan
Bulanan Pengelolaan Arsip.
e Meneruskan Laporan Bulanan ke Kepala Dinas.
4. | Kepala Dinas : Laporan  Bulanan 15 Catatan/arahan pada
l Pengelolaan Arsip. Menit | Laporan Bulanan

Pengelolaan Arsip.




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 007/Dishub.01/07/2023

Tanggal Pembuatan 13/07/2023

Tanggal Revisi 1

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- KABUPATEN CIAMIS

— -

DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP 19710301 199101 1 002

Nama SOP PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

2. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2004
tentang Laporan Pembentukan Kotak Pos Pengaduan Masyarakat dan Tindak
Lanjut Pengaduan Masyarakat.

1. Mengetahui prosedural pelayanan pengaduan publik.

2. Mengetahui prosedural pelayanan prima.

3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten
Ciamis.

Keterkaitan SOP :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Pengamanan Kantor

2. Pelayanan Informasi Publik

3. Penyimpanan Arsip Surat/Naskah Dinas.
4. Administrasi Surat Masuk.

1. Formulir Pengaduan Publik.
2. Kotak Pengaduan.

3. Alat Tulis Kantor.

4. Meja dan Kursi Kerja.

5. Komputer/Laptop.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Bila prosedur ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak tersalurnya
aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis.

Pencatatan Pengaduan Masyarakat




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Masyarakat | Pengsiola Sekretaris | Kepala Ket.
g Pengaduan ) ! Kelengkapan Waktu Output
s Dinas Dinas
Publik
1. | Masyarakat menyampaikan surat pengaduan/keluhan Surat pengaduan - Surat pengaduan masyarakat
terhadap kinerja/pelayanan Dinas Perhubungan l i masyarakat di dalam kotak pengaduan
Kabupaten Ciamis ke Kotak Pengaduan.
2; Pengelola Pengaduan Publik : Surat pengaduan. 30 Laporan beserta berkas surat
e Mengumpulkan surat pengaduan / keluhan menit | pengaduan.
masyarakat.
e Mencatat dan merekapitulasi permasalahan yang 3
ada di surat pengaduan / keluhan masyarakat.
e Membuat laporan kepada pimpinan.
e Menyampaikan laporan beserta surat pengaduan
kepada Sekretaris Dinas.
3. | Sekretaris Dinas memeriksa dan meneruskan Laporan Laporan beserta 30 Laporan beserta berkas surat
ke Kepala Dinas. berkas surat | menit | pengaduan.
pengaduan.
4. Kepala Dinas memeriksa dan memberikan arahan / Laporan beserta | 2jam | Arahan/solusi.
solusi terkait permasalahan yang diadukan oleh ' l berkas surat
masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh bawahan. pengaduan.




KAB. CIAMIS
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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

" DINAS PERHUBUNGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang, Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Peringatan

Apabila tidak sesuai dengan SOP maka pada saat pelaksanaan penyusunan Penyusunan tidak terarah.

Nomor SOP : |008/ Dishub.01/07/2023

Tanggal Pembuatan  |:{13/07/2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
\e—r——

DADANG MULYATNA, S.S0s., M.Si
NIP. 19710301 199101 1002
Nama SOP PENGELOLA DATA MUTASI

Kualifikasi Pelaksana

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur Kepegeawaian

Personil yang mampu menggunakan komputer

Minimal D3

Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan F lasdisk

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKP])

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
Kasubag Umum | Staff/Jabatan
No. KEGIATAN i
Ke.p - Sekx:etans dan Funsional Kelengkapan Waktu Output
Dinas Dinas .
Kepegawaian Umum
1 |Menyiapkan file Pegawai Sebagai bahan entri data ke File Kepegawaian 10 Menit | Data
SIMPEG Kepegawaian
2 |Entri data pegawai ke dalam Aplikasi SIMPEG apabila Data Kepegawaian 30 Menit | Data
terdapat Mutasi Kepegawaian ter
Update
3 [Menyusun Penjagaan syarat Mutasi Data Kepegawaian ter | 30 Menit | Penjagaan
Update Kepegawaian
dan berkas
4 |Meneliti dan menyiapkan berkas berkas sebagai syarat Penjagaan 15 Menit | Berkas telah
Mutasi Kepegawaian dan sesuai
berkas
5 |Membuat Surat Usulan perubahan dalam Mutasi Berkas telah sesuai 10 Menit | Draft surat
Usulan
6 |Finalisasi surat usulan Mutasi Draft surat Usulan 15 Menit | Draft surat
Usulan Final
7 |Menyusun kelengkapan Mutasi Draft surat Usulan Final [ 10 Menit | Draft surat
g ) Usulan Final
esuai beserta
kolanakanannua
8 |Menandatangani usulan perubahan Mutasi Draft surat Usulan Final | 10 Menit |Surat Usulan
Tidak beserta kelengkapannya beserta
sesuai Kelengkapannya
1 dicatiaisi
9 |Mengirimkan surat Usulan Mutasi, lampirannya dan Sesuai Surat Usulan beserta 60 Menit |Surat usulan
mengarsipkan Kelengkapannya beserta
disetujui kelengkapannya
torkiriny dan




KAB. CIAMIS
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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Keterkaitan SOP

Peringatan
Apabila tidak sesuai dengan SOP maka pada saat pelaksanaan penyusunan Penyusunan tidak terarah.

Nomor SOP - [009/ Dishub.01/07/2023
Tanggal Pembuatan  |:{13/07/2023
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP. 19710301199101 1002
Nama SOP PENGELOLA DATA KENAIKAN GAJI BERKALA

Kualifikasi Pelaksana

Minimal D3

Alat Tulis Kantor

Pencatatan & Pendataan

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur Kepegeawaian

Personil yang mampu menggunakan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

Komputer, Printer dan Flasdisk

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
. | Kasubag Umum | Staff/Jabatan
No. KEGIATAN
c Ke'pala Sekx:etans dan Funsional Kelengkapan Waktu Output
Dinas Dinas .
Kepegawaian Umum
1 [Menyiapkan file Pegawai Sebagai bahan entri data ke File Kepegawaian 10 Menit | Data
SIMPEG Kepegawaian
2 |Entri data pegawai ke dalam Aplikasi SIMPEG apabila Data Kepegawaian 30 Menit [ Data
terjadi perubahan data Kenaikan Gaji Berkala Kepegawaian ter
Update
3 |Menyusun Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala Data Kepegawaian ter | 30 Menit | Penjagaan
Update Kepegawaian
dan berkas
4 |Meneliti dan menyiapkan berkas berkas sebagai syarat Penjagaan 15 Menit | Berkas telah
Mutasi Kepegawaian dan sesuai
berkas
5 |Membuat Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala Berkas telah sesuai 10 Menit | Draft surat
Usulan
6 |Finalisasi surat usulan Kenaikan Gaji Berkala Draft surat Usulan 15 Menit | Draft surat
Usulan Final
7 |Menyusun kelengkapan Kenaikan Gaji Berkala Draft surat Usulan Final | 10 Menit [ Draft surat
Benuni Usulan Final
esuai ——
Lolanakanans aua
8 |Menandatangani usulan Kenaikan Gaji Berkala Draft surat Usulan Final | 10 Menit |Surat Usulan
Tidak beserta kelengkapannya beserta
sesuai Kelengkapannya
] dicabuiini
9 |Mengirimkan surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala, Sesuai Surat Usulan beserta 60 Menit |Surat usulan
lampirannya dan mengarsipkan Kelengkapannya beserta
disetujui kelengkapannya

dan




Nomor SOP :1010/ Dishub.01/07/2023
Tanggal Pembuatan  |:|13/07/2023
Tanggal Revisi :

KAB CIAMIS

:7‘.-’-'/"k/\ Tanggal Efektif
e Disahkan oleh ; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
— S —— KABUPATEN CIAMIS

AL/
s
YearY

731 Ayund

r

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN DADANG MULYATNA, S.S0s.,, M.Si
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN LY/ ——

Nama SOP 3 PENGELOLA DATA KENAIKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum
Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur Kepegeawaian

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Personil yang mampu menggunakan komputer

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Minimal D3

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor
Komputer, Printer dan Flasdisk

Format Pelaporan dan Aplikasinya

Pencatatan & Pendataan

Peringatan
dak sesuai dengan SOP maka pada saat pelaksanaan penyusunan Penyusunan tidak terarah. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Apabila ti




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
No. KEGIATAN Kiguls, | Sy |TROPUE DR SiatiJalistad
. - dan Funsional Kelengkapan Waktu Output
Dinas Dinas .
Kepegawaian Umum
1 |Menyiapkan file Pegawai Sebagai bahan entri data ke File Kepegawaian 10 Menit | Data
SIMPEG Kepegawaian
2 |Entri data pegawai ke dalam Aplikasi SIMPEG apabila Data Kepegawaian 30 Menit | Data
terjadi perubahan data Kenaikan Pangkat Pegawai Kepegawaian ter
Update
3 |Menyusun Penjagaan Kenaikan pangkat dan golongan Data Kepegawaian ter | 30 Menit [ Penjagaan
Update Kepegawaian
dan berkas
4 |Meneliti dan menyiapkan berkas berkas sebagai syarat Penjagaan 15 Menit | Berkas telah
kenaikan Pangkat dan Golongan Kepegawaian dan sesuai
berkas
5 [Membuat Surat Usulan Kenaikan kenaikan Pangkat dan Berkas telah sesuai 10 Menit | Draft surat
Golongan Usulan
6 |Finalisasi surat usulan Kenaikan kenaikan Pangkat dan Draft surat Usulan 15 Menit | Draft surat
Golongan Usulan Final
7 |Menyusun kelengkapan Kenaikan Gaji Berkala Draft surat Usulan Final | 10 Menit | Draft surat
L Usulan Final
. ! beserta
/ kolanakanannua
8 |Menandatangani usulan Kenaikan kenaikan Pangkat | T Draft surat Usulan Final | 10 Menit |Surat Usulan
dan Golongan Tidak beserta kelengkapannya beserta
sesuai Kelengkapannya
=2 dicobisisi
9 |Mengirimkan surat Usulan kenaikan Pangkat dan Sesuai Surat Usulan beserta 60 Menit |Surat usulan
Golongan, lampirannya dan mengarsipkan Kelengkapannya beserta
disetujui kelengkapannya
torkiriza dan




Dasar Hukum

Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Peringatan

Apabila tidak sesuai dengan SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKP]), maka pada saat
pelaksanaan penyusunan Penyusunan tidak terarah.

Nomor SOP :1001/ Dishub.02/07/2023
Tanggal Pembuatan  |:|13/07/2023
e Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
1 e
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS -
DINAS PERHUBUNGAN DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN LY A—
Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

Kualifikasi Pelaksana

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan
Personil yang mampu menggunakan komputer

Minimal D3

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
St bat
No. KEGIATAN Kepala | Sekretaris | Kasubag ;‘fl Z{Is?o:a?n Kelengkapan Waktu o .
Dinas Dinas Renkeu gkap uipu
Umum
1 |Memerintahkan penyusunan Laporan Keterangan Disposisi Surat 10 Menit | Disposisi Surat
Pertanggung jawaban (LKPJ) -
2 [Membuat format pengumpulan data dan informasi LKP] Format Penyusunan 2Jam |Format
dari masing-masing bidang dan sekretariat LKP] Penyusunan
LKPJ
3 |Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Format Penyusunan 1Jam |Format
LKPJ kepada masing-masing bidang dan sekretariat LKP] Penyusunan
LKPJ
4 |Menginput format data dan informasi LKPJ dari masing- Format Penyusunan 3Jam [Format
masing bidang dan sekretariat LKP]J Penyusunan
LKPJ]
5 |menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi LKP] Format Penyusunan 4 Hari |Format
yang sudah terkumpull LKP] Penyusunan
LKP]J
6 [Membuat Konsep LKPJ Draft LKP] 2 Hari |Draft LKP]
Tidak
sesyai
7 |Mengoreksi Dokumen LKP] Dokumen LKPJ 1 Hari |Dokumen LKPJ]
Sesuai
8 |Menyampakan dokumen LKPJ kepada Kepala Dinas Dokumen LKP] 1Jam |Dokumen SAKIP
untuk meminta persetujuan
9 [Penandatanganan dokumen LKPJ oleh Kepala Dinas Dokumen LKPJ 10 Menit | Dokumen LKP]
kemudian diteruskan oleh Kasubag Umum dan
Kepegawain
Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus, Konsep Surat Pengantar | 15 Menit [Surat Pengantar
penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk
dkirimkan ke alamat yang dituju
10 |Mengantar surat, mengandakan dan mengarsipkan Dokumen LKPJ 1Jam |Dokumen LKP]
dokumen LKP]




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Peringatan

Apabila proses tidak sesuai den,
saat pelaksanaan penyusunan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)tidak terarah.

Nomor SOP : 1002/ Dishub.02/07/2023
Tanggal Pembuatan  |:|13/07/2023
e ans Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
L -

gan SOP Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka pada

\ . DADANG'MULYATNA, SSos., M.Si

=0 M NIP. 19710301 199101 1002

Nama SOP Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kualifikasi Pelaksana

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan

Personil yang mampu menggunakan komputer

Minimal D3

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor
Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan

Hambatannya yaitu keterlambatan penyampaian data kegiatan dari masing-masing unit kerja




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN SAKIP

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
Staff/Jabatan
No. KEGIATAN Kepala | Sekretaris | Kasubag ;
Dinas Dinas Renket Funsional Kelengkapan Waktu Output
Umum
1 |[Memerintahkan Penyusunan SAKIP Disposisi Surat 10 Menit | Disposisi Surat

2 [Membuat format pengumpulan data dan informasi Format Penyusunan 2Jam |Format
kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat SAKIP penyusunan
SAKIP
3 |Menyampaikan format pengumpulan data dan Format Penyusunan 1Jam |Format
informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan SAKIP penyusunan
sekertariat SAKIP
4 [Menghimpun format data dan informasi kinerja dari Format Penyusunan 3Jam |Format
masing-masing bidang dan sekertariat SAKIP penyusunan
SAKIP
5 |menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi Format Penyusunan 4 Hari |Draft SAKIP
kinerja yang telah terkumpul SAKIP
6 |Membuat Dokumen SAKIP Draft SAKIP 2 Hari |Dokumen
SAKIP
7 |[Mengoreksi Dokumen SAKIP Dokumen SAKIP 1 Hari |[Dokumen
SAKIP
8 |Menyampakan dokumen SAKIP kepada Kepala Dinas Dokumen SAKIP 1Jam |Dokumen
untuk meminta persetujuan SAKIP
9 [Penandatanganan dokumen SAKIP oleh Kepala Dinas Dokumen SAKIP 10 Menit |Dispisisi
kemudian diteruskan oleh Kasubag Umum dan persetujuan
Kepegawain dokumen SAKIP
Menginput dokumen SAKIP ke laman Website yang Dokumen SAKIP 15 Menit [Dokumen
dituju SAKIP
Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus, Konsep Surat Pengantar| 15 Menit |Surat Pengantar
penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk
dkirimkan ke alamat yang dituju
10 [Mengantar surat, mengandakan dan mengarsipkan Dokumen SAKIP 1Jam |Dokumen
dokumen SAKIP SAKIP




Dasar Hukum

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Peringatan
Pengajuann SPP TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak
dan UP tidak mencukupi

Kualifikasi Pelaksana

Minimal D3

Alat Tulis Kantor

Nomor SOP : 1003/ Dishub.02/07/2023
Tanggal Pembuatan  |: {13/07/2023
R e Tanggal Revisi :
S Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
\,v“?
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS :
DINAS PERHUBUNGAN DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN NIP. 19710301 199101 1002

Nama SOP PENCAIRAN DANA KEGIATAN

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan

Personil yang mampu menggunakan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan

Hambatannya yaitu keterlambatan penyampaian data kegiatan dari masing-masing unit kerja




FLOWCHART SOP Pencairan Dana Kegiatan

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
" Kasubag . ki
No. KEGIATAN l'(epala Sekr.etans Renkett Bidang/Bendahara | Bendahara Kelengkapaa Waktu Outgit
Dinas/PA Dinas /PPK Pengeluaran Pengeluaran
Pembantu

1 |Menyiapkan berkas/dokumen SPJ Kegiatan dan Berkas yang berkaitan 20 Menit |Berkas SP]
diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk -—‘ dengan SP] Kegiatan Kegiatan
ditindaklanjuti "

2 |Menerima berkas/dokumen SPJ Kegiatan dari PPTK ! Kwitansi,surat 1Jam |SPD dan
Bidang sebagai usulan pencairan dana kegiatan : pesanan/Kontrak, Dokumen SP]
kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengularan «: Salinan SPD , surat

i pernyataan bahwa

: kegiatan yang akan

: dibiayai tersebut tidak

‘ dipergunakan untuk

TTTITTR membiayai pengeluaran
: yang menurut ketentuan
E harus dengan LS
i

3 |Meneliti dan memverivikasi kelengkapan | Kwitansi dan dokumen | 15 Menit |Dokumen SPJ,
dokumen/berkas SPJ yang diajukan oleh PPTK Bidang e pendukung lainya SPM
dari Bendahara Pengeluaran. Jika berkas belum lengkap, i
maka diserahkan kembali untuk segera dilengkapi. Jika et BR SR LS, B
sudah lengkap maka diserahkan kepada Sekertaris untuk :
ditindaklanjuti i

4 |Menema berkas/dokumen SPJ kegiatan dan E Kwitansi dan dokumen | 15 Menit |SP] dan
menyampaikan berkas SPJ yang sudah diverifikasi i pendukung lainya Dokumen
Kepada Kepala Dinas (Pengguna Anggaran) untuk : Pengajuan
mendapat persetujuan dan tandatangan E

5 |Memberikan Persetujuan dan tandatangan SPJ Kegiatan . Kwitansi dan dokumen | 15 Menit |SP] dan
kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran @‘ € pendukung lainya Dokumen
untuk ditindaklanjuti Pengajuan

6 |Melakukan input pencairan/transfer biaya kegiatan Kwitansi dan dokumen | 14 Hari |[SPJ] dan
melalui Aplikasi SIPKD dan IBC pendukung lainya Dokumen

Pengajuan
7 |Melakukan Otorisasi/ OTP melalui Aplikasi IBC Kwitansi dan dokumen 3 Hari |SPJ] dan
pendukung lainya Dokumen
Pengajuan
8 |Pencairan dana kegiatan ke Bendahara Pengeluaran Kwitansi dan dokumen | 10 Hari
pendukung lainya

9 [Pelimpahan Dana Kegiatan ke Bendahara Pengeluaran Kwitansi dan dokumen 1Hari |SPJ] dan

Pembantu pendukung lainya Dokumen

M

Pengajuan




Nomor SOP :[004/ Dishub.02/07/2023

KAB. CIAMIS
Ve e

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah
Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Peringatan

Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Tanggal Pembuatan  |:|13/07/2023

Tanggal Revisi z

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS

m’f -

DADANG MULYATNA, S.Sos,, M.Si

+ . NIP-19710301 199101 1002

PEMBUATAN SPP DAN PENGAJUAN SPM

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan
Personil yang mampu menggunakan komputer

Minimal D3

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor
Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan
Hambatannya yaitu keterlambatan penyampaian data kegiatan dari masing-masing unit kerja




FLOWCHART SOP PEMBUATAN SPP DAN PENGAJUAN SPM

MUTU BAKU Keterangan
SR, Kasubag
No. KEGIATAN Bidang/ o Bendahara Kelengkagan Waktu Output
Pengguna JPPK Pengeluaran
Anggaran
1 |Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Penyediaan DPA,SPD, Pengesahan SPJ dari DPPKAD 5 Menit |Tersedianya
Dana (SPD) kepada Bendahara Pengeluaran melalui dana
PPK-SKPD
2 |Menerima SPD dari Pengguna anggaran DPA,SPD, Pengesahan SPJ dari DPPKAD 5 Menit |Tersedianya
dana
3 |Membuat SPP-UP/GU/TU/LS beserta dokumen lainya B e SPP-UP: Surat Pengantar SPP UP,Ringkasan SPP UP, Rincian Rencana | 15 Menit |Dokumen SPJ,
Penggunaan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna SPM
Anggaran,lampiran lain
SPP-GU: Surat Pengantar SPP GU,Ringkasan SPP GU, Rincian SPP
GU,
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP, Bukti transaksi yang
lengkap dan syah,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna
Anggaran
SPP-TU: Surat Pengantar SPP TU,Ringkasan SPP TU, Rincian SPP TU,
e - -- Surat
: Pernyataan Tanggung Jawab,Surat Keterangan Pengajuan SPP
E TU,lampiran
! lain
E SPP-LS: Surat Pengantar SPP LS,Ringkasan SPP LS, Rincian SPP
E LS,Surat
E Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran,lampiran lain
4 |Memverikasi,meneliti keabsahan dan kelengkapan E SPP dan Dokumen Lain 15 Menit |SPP
dokumen SPP dan kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA-SKPD
5 |Membuat rancangan SPM SPP dan Dokumen Lain 5 Menit |[SPM
6 |Meneliti rancangan SPM SPP dan Dokumen Lain 5 Menit |SPM
7 |Menerbitkan SPM SPP dan Dokumen Lain 5 Menit |SPM




KAB. CIAMIS

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dasar Hukum

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Peringatan

Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Nomor SOP : 1005/ Dishub.02/07/2023
Tanggal Pembuatan  |:13/07/2023
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif .
Disahkan oleh - KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

< KABUPATEN CIAMIS

L\
T —y K
DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
1 NIP:19710301 199101 1002
Nama SOP . PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Kualifikasi Pelaksana

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan

Personil yang mampu menggunakan komputer

Minimal D3

Peralatan/ PerlengKapan
Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan

Hambatannya yaitu keterlambatan penyampaian data kegiatan dari masing-masing unit kerja




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

MUTU BAKU Keterangan
No. KEGIATAN Kepala | Sekertaris | Kasubag
Dinas Dinas Renkeu Staf Kelengkapan Waktu Output
1 |Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Dokumen SPP, SPM, 5 Menit |Konsep Laporan
laporan keuangan - SP2D; Laporan Pengesahan SPJ; Keuangan akhir
Laporan Asset dan Persediaan tahun
2 [Menyusun konsep Laporan Realisasi Anggaran Dokumen SPP, SPM, 5 Menit |Konsep Laporan
(LRA),Neraca, Laporan Operasional (LO),Laporan T i SP2D; Laporan Pengesahan SPJ; Keuangan akhir
Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan ! Laporan Asset dan Persediaan tahun
Keuangan (CALK) dan menyerahkan konsep kepada E
kasubag/PPK E
3 |Mengoreksi dan memeriksa kebenaran konsep dan Draft Laporan Keuangan berupa : 20 Jam  |Draft Laporan
memaraf LRA, Neraca, LO, LPE, CALK Keuangan
4 |Mengoreksi dan memeriksa kebenaran konsep dan Draft Laporan Keuangan berupa : 1 Minggu |Draft Laporan
memaraf LRA, Neraca, LO, LPE, CALK Keuangan
|
| 5 |Menandatangani Laporan Keuangan akhir tahun Draft Laporan Keuangan berupa : 10 Menit |Laporan
LRA, Neraca, LO, LPE, CALK Keuangan Akhir
tahun
6 |Mengirimkan Laporan keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Menit |SPM




Dasar Hukum

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan SOP
1. SOP Penyusunan Rencana Strategis

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Peringatan
Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Nomor SOP : 1006/ Dishub.02/07 /2023
Tanggal Pembuatan  |:|13/07/2023

e e Tanggal Revisi

’/'/k/\ Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIAMIS
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN DADANGMULYATNA, S.Sos., M.Si
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN NIP. 19710301 199101 1002
Nama SOP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Kualifikasi Pelaksana

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan
Personil yang mampu menggunakan komputer

Minimal D3

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan

Hambatannya yaitu keterlambatan penyampaian data kegiatan dari masing-masing unit kerja




FLOWCHART SOP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

MUTU BAKU Keterang;
No. KEGIATAN Bendahara Sendnlana Kasubag | Sekertaris Kepala
Pengeluaran . y Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran Renkeu Dinas Dinas/PA
Pembantu
1 [Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perintah 5 Menit |Perintah
mengumpulkan bukti SPJ dari masing-masing PPTK
2 |Mengumpulkan dan memverifikasi bukti SP] dari Perintah 5 Menit |Dokumen SPJ
masing-masing PPTK dan menyerahkan kepada
Bendahara Pengeluaran T i
3 |Memeriksa hasil Verifikasi bukti SPJ dari masing- | Dokumen SPJ 30 Menit |Berkas SP] Yang
masing PPTK, menandatangani kwitansi dan | Sudah
menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan 2 ditandatangani
Keuangan untuk diperiksa dan diparaf Bendahara
Pengeluaran
4 |Memeriksa bukti SPJ dari masing-masing PPTK Berkas SP] Yang Sudah ditandatangani Bendahara Pengeluaran 2 Jam Berkas SPJ Yang
memparaf pada kwitansi menyerahkan kepada Sudah diparaf
Sekertaris Dinas Kasubag Renkeu
5 |Memeriksa bukti SPJ] dari masing-masing PPTK Berkas SP] Yang Sudah diparaf Kasubag Renkeu 15 Menit |Berkas SP] Yang
memparaf pada kwitansi menyerahkan PA/ Kepala Sudah diparaf
Dinas Sekertaris Dinas
6 |Memeriksa bukti SP] dari masing-masing Berkas SPJ Yang Sudah diparaf Sekertaris Dinas 15 Menit |Berkas SPJ Yang
PPTK,memberikan tandatangan pada kwitansi dan Sudah diparaf
memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk Kepala Dinas
menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran
7 |Memerintahkan Bendahara Pembantu Pengeluaran Berkas SPJ Yang Sudah diparaf Kepala Dinas 16 Menit |Perintah
untuk menginput dan mencetak Laporan Pertanggung
jawaban Bendahara Pengeluaran
8 [Menginput,mencetak Laporan Pertanggungjawaban Perintah 17 Menit |Laporan
Bendahara Pengeluaran serta Pengesahan Pertanggungjjaw
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan aban fungsional
menyerahakan kepada Bendahara Pengeluaran
9 |Memeriksa,menandatangani Laporan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 18 Menit |Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Pertanggungjaw
menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan aban Bendahara
Keuangan Pengeluaran

vang sudah




10 |Memeriksa memparaf Laporan Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang sudah 19 Menit |Laporan
Bendahara Pengeluaran dan menyerahkan kepada ditandatangani Bendahara Pengeluaran Pertanggungjaw
Sekertarid Dinas untuk diperiksa dan diparaf aban Bendahara

Pengeluaran
yang sudah
ditandatangani
Kasubag Renkeu

11 [Memeriksa, memparaf Laporan Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang sudah 20 Menit |Laporan
Bendahara Pengeluaran serta Pengesahan ditandatangani Kasubag Renkeu Pertanggungjaw
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan : aban Bendahara
menyerahkan kepada PA/Kepala Dinas untuk diperiksa : Pengeluaran
dan ditandatangani i yang sudah

| ditandatangani
| Sekretaris Dinas

12 |Memeriksa, menandatangani Laporan i Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang sudah 21 Menit |Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran serta i X ditandatangani Sekretaris Dinas Pertanggungjaw
Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara = i ' aban Bendahara
Pengeluaran untuk mendistribusikan kepada BPKD Pengeluaran
Kab.Ciamis yang sudah

ditandatangani
Kepala Dinas

13 | Bendahara pengeluaran membuat surat pengantar dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang sudah 10 Menit |Perintah
mendistribusikan kepada Sub Bagian Umum ditandatangani Kepala Dinas

14 |Menandatangani oleh Kepala Dinas dan i Perintah 5 Menit |Laporan
mendokumentasikan Pertanggungjaw

aban Bendahara
Pemgeluaran
yang sudah siap
didistribusikan

sesuai dengan
peruntukan




“

8 ClAMIS

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dasar Hukum

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan
Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan SOP
1. SOP Penyusunan Rencana Strategis

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Peringatan

Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Kualifikasi Pelaksana

Personil yang mampu me

Minimal D3

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor

Pencatatan & Pendataan

Hambatannya yaitu keter

Nomor SOP :1007/ Dishub.02/03/07 /2023

Tanggal Pembuatan ~ |:]13/07/2023

Tanggal Revisi 2

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIAMIS
L— =z
DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP:19710301 199101 1002
Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan

nggunakan komputer

Komputer, Printer dan Flasdisk

lambatan penyampaian data kegiatan dari masing-masing unit kerja




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RKPD DAN RENCANA KERJA SKPD

PELAKSANA MUTU BAKU
Para
A KEGIATAN i
No I]({aes::: ug Se]l;;t:sns I](;:\ Zl: Pejabat Kelengkapan Waktu Output Ko
Struktural
1 |Kasubag Perencanaan Dan Keuangan membuat konsep ATK, Komputer dan 5 Menit |Draft surat
surat undangan rapat untuk para pejabat struktural m— Printer undangan rapat
A
2 |Sekretaris Dinas memeriksa konsep surat ATK 5 Menit |Draft surat
undangan rapat
TIDAK YA
3 |Kepala Dinas menerbitkan surat undangan rapat ATK 5 Menit |Surat undangan
yang sudah
ditandatangani
4 |Para pejabat struktural melaksanakan rapat ATK 120 |Draft
pembahasan penyusunan rencana kinerja Menit |inventarisasi
kegiatan
5 |Kasubag Perencanaan Dan Keuangan mengumpulkan ATK 300 [Draft
bahan penyusunan rencana kerja anggaran Menit |inventarisasi
kegiatan
‘ 6 |Para pejabat struktural melaksanakan rapat lanjutan ATK 6 Menit | Draft
‘ pembahasan konsep rencana kerja anggaran inventarisasi
kegiatan
7 |Para pejabat struktural mengoreksi konsep rencana ATK 900  |Draft
kerja anggaran Menit |inventarisasi
- kegiatan
8 |Kasubag Perencanaan Dan Keuangan mengumpulkan ATK 180  |Draft
hasil koreksi konsep rencana kerja anggaran Menit |inventarisasi
kegiatan yang
cudah diknzolkei .
9 |Kasubag Perencanaan Dan Keuangan menyusun ATK, Komputer dan 360 |Draft inventarisasi
rencana kerja anggaran yang telah dikoreksi Printer Menit |kegiatan yang
sudah dikoreksi
10 |Sekretaris Dinas memeriksa draft rencana kerja Ballpoint 60 Menit | Draft rencana
anggaran kerja anggaran
dinas
11 |Kepala Dinas menandatangani draft rencana kerja L___ Ballpoint 15 Menit | Draft rencana
anggaran kerja anggaran
dinas yang
sudah
12 |Kasubag Perencanaan Dan Keuangan membukukan Dana 60 Menit | Dokumen RKA
rencana kerja anggaran yang telah disahkan Kepala m yang sudah

Dinas i disahkan
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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dasar Hukum

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota
Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan SOP
1. SOP Penyusunan Rencana Strategis

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Peringatan
Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Nomor SOP - [008/ Dishub.02/07/2023
Tanggal Pembuatan  |:{13/07/2023
Tanggal Revisi 2
=5 ///\» Tanggal Efektif
e Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIAMIS

.

DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si

NIP. 19710301 199101 1002

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

Kualifikasi Pelaksana

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan
Personil yang mampu menggunakan komputer

Minimal D3

Peralatan/ Perlengkapan
Alat Tulis Kantor
Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan

Hambatannya yaitu keterlambatan penyampaian data kegiatan dari masing-masing unit kerja




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
: Staff/Jabatan
. KEGIATAN
No ¢ Ke? ala Sekr.etans Kasubag Funsional Kelengkapan Waktu Output
Dinas Dinas Renkeu
Umum

1 |Membuat rencana kerja penyusunan rencana kerja Agenda kerja 3 Hari [Rancangan RKA
anggaran (RKA) -

2 |Menyampaikan blanko isian dan informasi kepada Rancangan RKA 1Jam [Blanko isian
masing-masing subbag tentang penyusunan RKA rancangan RKA

3 |Mengumpulkan blanko isian dari masing-masing subbag Blanko isian Rancangan | 5 Hari |Konsep RKA
dan menyerahkannya kepada Kasubag Program RKA

4 |Melaksanakan rapat internal perhitungan rincian Konsep RKA, Ruang 3Jam |Konsep RKA
pemakaian anggaran dari setiap kegiatan subbag rapat, Makan, Minum,
termasuk biaya rutin LCD, Komputer, ATK

5 |Membuat draft RKA serta aliran kasnya dan diserahkan Konsep RKA, ATK, 3 Hari |Draft RKA
kepada Kepala untuk dinilai dan koreksi Komputer

6 |Menilai dan mengoreksi draft RKA. Jika RKA disetujui Draft LKPJ 2Jam |Disposisi
maka diserahkan kepada Kasubag Renkeu untuk Dokumen RKA
difinalisasi. Jika tidak disetujui maka akan diperbaiki
kembali sesuai hasil penilaian dan koreksi

7 |Melakukan finalisasi draft RKA, menggandakan dan 3 Hari |Dokumen RKA
menyerahkannya untuk didokumentasikan dan D

o . . okumen RKA,

$i?ﬁ?&fﬁiﬂfﬁf}fiaAn;i51ng—masmg subbag beserta Komputer, ATK

8 |Membagikan dokumen RKA dan jadwal pencermatan Dokumen LKPJ 1Jam |Dokumen SAKIP
TAPD

9 |Menginput dokumen LKPJ ke laman Website yang Dokumen RKA 15 Menit | Dokumen SAKIP
dituju

10 |Mendokumentasikan dokumen RKA Dokumen RKA 15 Menit | Dokumen RKA
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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dasar Hukum

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas Perhubungan

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keterkaitan SOP
1. SOP Penyusunan Rencana Strategis
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Peringatan

Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Nomor SOP :1009/ Dishub.02/07/2023
Tanggal Pembuatan  |:13/07/2023
Tanggal Revisi ;
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
— -
DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP. 19710301 199101 1002
Nama SOP MELAKSANAKAN VERIFIKASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
KEUANGAN

Kualifikasi Pelaksana

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan
Personil yang mampu menggunakan komputer

Minimal D3

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan

Hambatannya yaitu keterlambatan penyampaian data kegiatan dari masing-masing unit kerja




FLOWCHART SOP MELAKSANAKAN VERIFIKASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) KEUANGAN

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
No. KEGIATAN Kepala | Sekretaris | Kasubag S
Dinas Dinas Renk Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output
! €% | Pembantu/OP
1 |Kepala Dinas Menugaskan sekretaris Dinas untuk Disposisi Surat 5 Menit |Disposisi Surat
melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban
Keuangan
2 |Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Disposisi Surat 2Jam  |Disposisi Surat
Keuangan
3 |Membuat surat-surat dan kelengkapan terkait Surat Disposisi Surat 1 Minggu |Surat-surat
Pertanggungjawaban (SP]) Keuangan, apabila kegiatan, terkait surat
kelengkapan SPJ] dibuat oleh PPTK dengan BPP pertanggungjaw
aban (SPJ)
4 |Melakukan pengecekan SPJ dan mengajukan kepada SPJ dan Dokumen 1Jam |SPJ dan
sekretaris Dinas Pengajuan Dokumen
Pengajuan
5 |Melakukan Verifikasi SP] dan Dokumen Pengajuan SPJ dan Dokumen 1 Jam Format
dengan DPA, jika belum setuju mengembalikan ke rese e . _ Pengajuan Penyusunan
Bendahara untuk diperbaiki jika setuju, menandatangani ! LKP]
form verifikasi, membuatkan dan memberi paraf SPM E
dan mengajukan ke Kepala Dinas i
6 |Menerima dan menandatangani SPM dan SP] SPJ dan Dokumen 2 Hari |Persetujuan dan
Pengajuan Pengantar SPM
untuk diproses
7 |Menyerahkan kepada Bendahara untuk diajukan ke SPJ dan Dokumen 1Hari |Dokumen SPJ,
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan ' Pengajuan Bukti dokumen
mendokumentasikan asli




NOMOR SOP : 001/Dishub.03/01/2024

TGL. PEMBUATAN 1 02/01/2024
. oo TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF
TGL DISAHKAN : A DINAS PERHUBUNGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS ' M .
DINAS PERHUBUNGAN \\(: YATNA, S.Sos., M.Si

NAMA SOP ~ —1ZIN USAHA ANGKUTAN

1. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

2. | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. | Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

5. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038) 1. | Tertib administrasi untuk keamanan database angkutan di
6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Kabupaten Ciamis

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan




9. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. | Dokumen RPJMD

Renstra Dinas Perhubungan

3.
Jika idak mengikuti SOP yang sudah di berikan maka tidak akan optima, B N AN DR PN RN e B e

1. | Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




IZIN USAHA ANGKUTAN

MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN
KADIN KABID KASI STAF PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
" .Pemohor? datang dan mencara fp 10 Menit
informasi (start)
Memberikan informasi kepada ¥
pelanggan mengenai
2 |persyaratan layanan dan Permohonan 4 Menit |Informasi
menyerahkan formulir
pemohon
| 1. FCNPWP
2. FC PENDIRIAN USAHA
Pemohon mengajukan 3. FCSIUP, TDP, TDR
3 permohonan dilengkapi 4, FC SUKET DOMISILI PERUSAHAAN T Berkas
dengan persayaratan secara 5. FCSTNK permohonan
lengkap 6. FC BUKTI UJI/BLUE
7. FC PERMOHONAN IZIN
USAHA/PENYELENGGARA ANGKUTAN
Memeriksa kelengkapan
persyaratan jika berkas sudah {
lengkap dan benar, maka akan
diberikan tanda terima kasih, L» kurang
Komputer i n
4 |sedangkan pemohon yang 15 Menit [ Tanda terima
Berkas Pemohon
kurang lengkap akan
dikembalikan lagi kepada lerigkap
pemohon untuk diperbaiki
atau dilengkapi
A4
Rek in Usah Ki t
5 Pencetakan Rekom Izin Usaha omputer 25 Menit | Draft Rekom
Angkutan ATK
6 |Validasi Paraf 16 Menit | Paraf
A 4
P t Rekom lzi ATK
7 enandatanganan Rekom lzin . 30 Menit Dokumen
Usaha Angkutan 1zin Usaha Angkutan Rekom
A
8 |Penomeran dan Pengarsipan Buku agenda 30 Menit |Nomor Rekom
P han ki h
9 (::lz;?) SRS pemehan :O Dokumen Rekom lzin Usaha 10 Menit |[Rekomendasi




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah '

NOMOR SOP : 002/Dishub.03/01/2024

TGL. PEMBUATAN : 02/01/2024

TGL. REVISI '

TGL. EFEKTIF

TGL DISAHKAN : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NAMA SOP IZIN SK DAN KP

1. | Tertib administrasi untuk keamanan database angkutan di

Kabupaten Ciamis




8. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya
Dokumen RPJMD
Renstra Dinas Perhubungan

B Wy

Potensi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Jika tidak mengikuti SOP yang sudah di berikan maka tidak akan optimal. —

1. | Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




I1ZIN SK DAN KP

NO URAIAN KEGIATAN MUTD RERY
KADIN KABID KASI STAF PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
P hon datang d
1 [ emo or? atang dan mencara f‘> A
informasi (start) \
Memberikan informasi kepada !
2 pelanggan mengenai Formulir Pengajuan 6 Menit |Informasi
persyaratan layanan dan
menyerahkan formulir
1. FCIZIN PENYELENGGARAAN USAHA
Pemohon mengajukan v TR
0
ermohonan dﬁejn kapi 3. FCBUKTIEULUS LI/BLUE Berkas
3 :en s s aratfn sanra 4. FC SUKET DOMISILI PERUSAHAAN 10 Menit P —
i gka S 5. PERNYATAAN MEMILIKI GARASI S
ERap 6. IZIN TRAYEK LAMA UNTUK
DIPERPANJANG
Memeriksa kelengkapan
persyaratan jika berkas sudah
lengkap dan benar, maka akan Y
dibuatkan draft kartu
Berk
4 |pengawasan, sedangkan > kurang |Komputer 15 Menit S
Berkas Permohonan Pemohon
pemohon yang kurang lengkap
akan dikembalikan lagi kepada leﬁgkap
pemohon untuk diperbaiki
atau dilengkapi
K ter
5 |Pencetakan Kartu Pengawasan A_O}Kmpu € 5 Menit |SK/KP
6 |validasi < ATK 10 Menit |Paraf
A 4
Penandat Kart
7 PR Draft SK/KP 10 Menit |SK/KP
Pengawasan
8 |Penomeran dan Pengarsipan Buku register 5 Menit [Nomor SK/KP
5 Penyerahan Kartu Pengawasan ;o Dokumen SK/KP o Kartu
ke pemohon (Selesai) Pengawasan




KAB. CIAMIS

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

NOMOR SOP : 003/Dishub.03/01/2024

TGL. PEMBUATAN : 02/01/2024
TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF

TGL DISAHKAN :

NP 16716301 199101 1 002

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

~ &N
"X " IZINOPERASI BARU

NAMA SOP

1. | Tertib administrasi untuk keamanan database angkutan di
Kabupaten Ciamis




9. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

1. | Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya
2. | Dokumen RPJMD

3. | Renstra Dinas Perhubungan

4

Potensi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Jika tidak mengikuti SOP yang sudah di berikan maka tidak akan optimal —

1. | Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




e |ZIN OPERASI BARU

MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN
KADIN KABID KASI STAF PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Pemohon datang dan mencara e >
1 10 Menit
informasi (start) \ ent
Memberikan informasi kepada !
2 palanERan mengans. Formulir Pengajuan 10 Menit |Informasi
persyaratan layanan dan
menyerahkan formulir
1. FCIZIN PENYELENGGARAAN USAHA
2. FCSTNK
Pemohon mengajukan 3 3. FC BUKTI LULUS UJI/BLUE
3 permohonan dilengkapi 4, FC SUKET DOMISILI PERUSAHAAN 10 Menit Berkas
dengan persayaratan secara 5. SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASI permohonan
lengkap 6. PERNYATAAN MEMILIKI GARASI
7. 1ZIN OPERASI LAMA UNUTK
DIPERPANJANG
Memeriksa kelengkapan
persyaratan jika berkas sudah
lengkap dan benar, maka akan b 4
dibuatkan draft kartu k Kombuter Berk
as
4 |pengawasan, sedangkan - kurang p 15 Menit
Berkas Permohonan Pemohon
pemohon yang kurang lengkap
akan dikembalikan lagi kepada Ieﬂgkap
pemohon untuk diperbaiki
atau dilengkapi
Komputer Draft Rekom
t 5 it
5 |Pencetakan ATK Meni SK
6 |Validasi A N ATK 10 Menit |Paraf
A 4
Rekom S
7 |Penandatanganan Draft SK Izin Operasi 10 Menit © om, K
Operasi
.4 Nomor Surat
8 |Penomeran dan Pengarsipan Buku Agenda 5 Menit [Rekom SK Izin
Operasi
Penyerahan Rekomendasi SK
Izin Trayek Ke Pemohon 5 Rekom SK Izin
9 i SK1zin O i 5 Menit
dilanjutkan ke DPMPTSP Kab. c pera " |operasi
Ciamis (Selesai)




NOMOR SOP : 004/Dishub.03/01/2024

TGL. PEMBUATAN - 02/01/2024

_’bKAB.CIAMIS TGL REVIS|
TGL. EFEKTIF
TGL DISAHKAN :

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

NAMA SOP IZIN ADVIS DAN REKOMENDASI

1. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

2. | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038)

5. | Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah 1. | Tertib administrasi untuk keamanan database angkutan di
Kabupaten Ciamis

6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah




R

9. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya

1
2. | Dokumen RPJMD

3. | Renstra Dinas Perhubungan
4

. | Potensi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

1. | Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

Jika tidak mengikuti SOP yang sudah di berikan maka tidak akan optimal




e |ZIN ADVIS DAN REKOMENDASI

MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN
KADIN KABID KASI STAF PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 .Pemohor? datang dan mencara Vg > 10 Wit
informasi (start) \
Memberikan informasi kepada !
| mengenai
2 pelanggan meng Formulir Pengajuan 10 Menit |Informasi
persyaratan layanan dan
menyerahkan formulir
1. FCAKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN
2. FCSTNK
$ 3. FCKP
Pemohon mengajukan 4. FCSIPA
3 permohonan dilengkapi 5. FC SURAT MOU ANTARA KOPERASI 10 Menit Berkas
dengan persayaratan secara DENGAN PEMILIK KENDARAAN permohonan
lengkap 6. FC INFO TRAYEK BAGI AKDP
7. FCIZIN PRINSIP DARI DITJEN HUBDAT
8. SURAT PERMOHONAN DARI
PERUSAHAAN ANGKUTAN
Memeriksa kelengkapan |
persyaratan jika berkas sudah
lengkap dan benar, maka akan > kurang
diberikan tanda terima berkas,
Komputer . |Berkas
4 |sedangkan pemohon yang Harkas Permobansh 15 Menit S
kurang lengkap akan lenigkap
dikembalikan lagi kepada
pemohon untuk diperbaiki
atau dilengkapi
Pencetakan Perubahan Status Komputer . |Draft
5 5 Menit .
Kendaraan ATK Rekomendasi
6 |Validasi < ATK 10 Menit |Paraf
v
Penandatanganan Rekom .. |Dokumen
7 ATK 10 Menit .
Perubahan Status Rekomendasi
\ 4
8 |Penomeran dan Pengarsipan Komputer 5 Menit |Nomor Surat
Rekomendasi
Penyerahan Rekom Perubah A< ) Perubah
9 Y . I g Dokumen Rekomendasi 5 Menit ]
Status (Selesai) Status/Pengga
ntian




KAB. CIAMIS
"f’

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

| Udan-UndangNoor 14 Tahun 150 tentag Pmbentukan Daera-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

NOMOR SOP : 005/Dishub.03/01/2024

TGL. PEMBUATAN : 02/01/2024

TGL. REVISI .

TGL. EFEKTIF :

TGL DISAHKAN : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

> 19710301 199101 1 002

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

NAMA SOP " 1ZIN INSIDENTIL

1. | Tertib administrasi untuk keamanan database angkutan di
Kabupaten Ciamis




8. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Jika tidak mengikuti SOP yang sudah di berikan maka tidak akan optimal

Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya

Dokumen RPJMD

Renstra Dinas Perhubungan

=l W e =

Potensi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




IZIN INSIDENTIL

MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN
KADIN KABID KASI STAF PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Pemohon datang dan mencara .
I . 4 Menit
informasi (start)
Memberikan informasi kepada X
elanggan mengenai
2 @ EE B Formulir Pengajuan 6 Menit |Informasi
persyaratan layanan dan
menyerahkan formulir
Pemohon mengajukan
) s v 1. FCKP
permohonan dilengkapi . |Berkas
e dengan persayaratan secara el STIE AGheniE ermohonan
Beperssy 3. FC BUKTI LULUS UJI/BLUE P
lengkap
Memeriksa kelengkapan
persyaratan jika berkas sudah
lengkap dan benar, maka akan v
dibuatkan draft izin insidentil, Kombuter Barkas
4 |sedangkan pemohon yang > kurang P 15 Menit
Berkas Permohonan Pemohon
kurang lengkap akan
dikembalikan lagi kepada
pemohon untuk diperbaiki lengkap
atau dilengkapi
5 |Pencetakan lzin Insidentil HOPEe 5 Menit Dra'ft I2|r'1
ATK Insidentil
. » ATK ]
6 |Validasi < : : A 10 Menit |Paraf
Draft Izin Insidentil
v
Penandatanganan Izin : s . i, . .
7 ) . Draft Izin Insidentil 10 Menit |lzin Insidentil
Insidentil
v N
omor Izin
8 |Penomeran dan Pengarsipan Buku Agenda 5 Menit . : ?I
Insidentil
Penyerahan Izin Insidentil ke
9 |pemohon dilanjutkan ke =< ) Dokumen Izin Insidentil 5 Menit |lzin Insidentil

BPMPTSP Kab. Ciamis (Selesai)




Dasar Hukum

1. Undang - undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
Keterkaitan SOP

Peringatan
Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Nomor SOP :{001/Dishub.04/07/2023

Tanggal Pembuatan |:{13/07/2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
L— ra

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN DADANG MULYATNA, SS0s,, M.Si
NIP. 19710301 199101 1002
Nama SOP Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami dasar teknis rekayasa lalu lintas

2. Memahami karakteristik ruas jalan
3. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubngan Kabupaten Ciamis
4. Mampu mengoprasikan Komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer

2. Kendaraan Operasional

Pencatatan & Pendataan

Data disimpan dalam elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kepala Bidang | Kepala Seksi Keterangan
P s lenol
Kepala Dinas Lalu Lintas MRLL Staff MRLL Tim Forum LLAJ Persy 1 K gkap Waktu Qutput
SOP Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
1 |Penemuan Permasalahan Lalu S menit Surat
Lintas C? Permohonan
2 |Penerimaan Informasi 1 Surat Permohonan Rekayasa Lalu Lintas 30 Menit Disposisi Surat
Permasalahan Lalu Lintas dan
Disposisi kepada Bidang Lalu
Lintas
3 |Menerima Disposisi dan Disposlsi Surat 15 Menit Disposisi
meneruskan kepada Kepala
Seksi MRLL
4 |Menerima Arahan Survei Lalu Dispos|si 15 Menit Disposisi
Lintas (Traffic Counting,
Inventar{sasi, Spot Speed)
§ |Melaksanakan Survey Lalu Disposisi 3 Hari Data Hasil Survey [ 1. Survei Traffic Counting
Lintas dilaksanakan 2 (dua) Hari,
E 2. Survei Inventaris dan Spot
b Speed dilaksanakan | (Satu)
Hari
6 |Menganalisa Data Hasil Suvei Data Hasil Survey 1 Hari Laporan Hasil
l I Survey
l [ 1
7 |Membuat Rekomendasi Mitigasi { i & Laporan Hasil Survey 1 Hari Bahan Paparan
Lalu Lintas Rekayasa Lalu
I [ | | r I [ l l Limn:s
8 |Diskusi Hasil Rekomendasi ' L X Bahan Paparan Rekayasa Lalu Lintas 1 Hari Berita Acara
dengan Forum LLAJ ﬁ Kesepakatan
Rekayas Lalu
Lintas
9 |Melakukan Uji Coba Berita Acara Kesepakatan Rekayasa Lalu 2 Hari Hasil Uji Coba Uji Coba dilaksanakan pada
Lintas Rekayasa Lalu 1 Hari Kerja dan 1 Hari Libur
Lintas
10 [Melakukan Evaluasi Hasil Uji Hasil Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas 1 Hari Pengambilan
Coba Keputysan
—]
11 [Membuat Berita Acara Hasil Persetujuan 1 Jam Berita Acara
Persetujuan Rekayasa Lalu Persetujuan
Lintas Rekayasa Lalu
I Lintas
12 |Menerima Berita Acara dan Berita Acara Persetujuan Rekayasa Lalu 1 Jam Laporan Rekayasa

Penetapan Rekayasa Lalu Lintas

Lintas

Lalu Lintas




K;B. CIAMIS
——
— r

Vo,
shs
Year®

Ayuns

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan
Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah.

Keterkaitan SOP

Peringatan
Apabila pengawasan, pengendalian dan operasional lalu lintas tidak dijalankan dengan baik maka dapat
mengakibatkan ketidaktertiban berlalu lintas

Nomor SOP :1002/Dishub.04/07 /2023
Tanggal Pembuatan |:|13/07/2023
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
DADANG MULYATNA, S.So0s., M.Si
NIP. 19710301 199101 1002
Nama SOP : Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami dasar teknis pengawasan, pengendalian dan operasional lalu lintas

2. Memahami karakteristik ruas jalan di Kabupaten Ciamis

3. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis khusus nya bidang lalu lintas

Peralatan/ Perlengkapan

1. Kendaraan Operasional

2. Rambu - rambu lalulintas
3. Alat Pengarah kendaraan
4. Handy Talkie (HT)

5. Rompi

Pencatatan & Pendataan

Data disimpan dalam elektronik dan manual




‘a

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kepala Bidang | Kepala Seksi K d Pelal ( Keterangan
P, " Ketanek:
Kopala Pinas | *y 01 Lintas Wasdalops Regn Petugas) SRR / Waktn Quipnt
SOP Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Operasional
1 Fengniian Pema adlabian;Laln @ 5 menit Surat Permohonan
Lintas
Penerimaan Informasi I
Permasalahan Lalu Lintas dan % Surat Permohonan Pengamanan dan " . gy
4§ 30 Menit Disposisi Surat
2 Disposisi kepada Bidang Lalu Pengaturan Lalu Lintas = NSRORIS]
Lintas
Menerima Disposisi dan <
meneruskan kepada Kepala
3 Seksi pengawasan dan Disposisi Surat 15 Menit Disposisi
pengendalian operasional
(Wasdalops)
1. Keterangan Lokasi
X 2. Rencana Tempat Kegiatan
Mclalfukgn SHIVEY: Te.:mp'a( .dan 3. Kondisi Arus Lalu Lintas
4 |Lokasi Wilayah Adanya Keglatan Disposisi | Hari | Data Hasil Survey
Pengamanan dan Pengafuran
Lalu Lintas
1. Penempatan Personel
Menerira Surat Perintah Posisi Satuan Petugas
S Persanel Pengamanan dan e e Disposisi 1 Hari Disposisi 2. Waktu Persiapan
Pengaturan Lalu Lintas Pelaksanaan Kegiatan
Melakukan Koordinasi dengan i i i m
Bah t 1 Ha Disposis
6 Pihak Terkait Kegiatan [ [ | | ahan Rencana Kegiatan ri isposisi
Mclak.sanakan Kegiatan l._i_.l ) ) Sesuai Terlaksananya
7 | Pengendalian, Pengamanan dan Disposisi Dengan Surat Kegiatan
Pengaturan Lalu Lintas l | l Fermohonan
L i : -y
Merencanakan Agar ’I‘elrciplanya ) Sesuai Pengambilan
8 | Kelancaran dan Ketertiban Lalu Bahan Paparan Rekayasa Lalu Lintas Dengan Surat Ke
putusan
Lintas Fermohonan
Berita Acara
Membuat Laporan Kegiatan 4 Pengendalian,
9 Pengamanan dan Pengaturan j Berita Acara Kegiatan Wasdalops 30 Menit Pengamanan dan
Lalu Lintas Pengaturan Lalu
Lintas
Berita Acara
Melaporkan Hasil Kegiatan I Pengendalian,
10 Pengamanan dan Pengaturan Hasil Kegiatan Wasdalops S menit Pengamanan dan
Lalu Lintas Pengaturan Lalu
Lintas
Berita Acara
Menerima Laporan Kegiatan 3 I—JL;' v Pengendalian,
11 | Pengawasan dan Pengendalian I | Hasil Laporan Kegiatan Wasdalops 1 Menit Pengamanan dan
Operasional Pengaturan Lalu
Lintas
Laporan Kegiatan
Menerima Hasil Rekapitulasi "{ ) Pengendalian,
12 | Laporan Kegiatan Pengawasan Hasil Rekapitulasi Kegiatan Wasdalops 1 Jam Pengamanan dan

dan Pengendalian Operasional

Pengaturan Lalu
Lintas




KAB: CIAMIS

e s

—

R R L T
[ g & & |
B et el il
B e

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Dasar Hukum
1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Nomor SOP :{003/Dishub.04/07/2023
Tanggal Pembuatan |:]:13/07/2023
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP. 19710301 199101 1002
Nama SOP Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami spesifikasi jenis rambu

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen

2. Memahami karakteristik ruas jalan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 81 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Data Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

3. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 14 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas.

6. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/ A].410/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis
Perlengkapan Jalan
Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. Kendaraan Operasional

2. Perkakas

Peringatan
Apabila SOP tidak di laksanakan maka tidak terciptanya ketertiban dan kelancaran berlalulintas

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




Aktivitas

Mutu Bakn

Kepala Dinas

Kepala Bidang
Lalu Lintas

Kepala Seksi MRLL

Staff MRLL

Masyarakat/
Musrembang

Kontraktor/Pi|
hek Ketiga

Persyaratan /| Kelengkapan

Wakta

Ouatput

Keterangan

Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

Fermintaan pemasangan rambu
kerdasarkan permintaan
masyarakat atau musrenbang

Bukti Pelaporan

30 Menit

Laporan

Masyarakat, Monitoring Staff,

Kepolisian

rambu lalu lintas

Bukti Pelaporan

Laporan

memerikasa dan menyetujui

pengadaan rambu lalulintas, jika
di setujui diteruskan ke staff
yntuk di tindak lanjuti dan jika
tidak di setujui di kembalikan ke
EASI untuk di perbaiki

Bukti Pelaporan dan Disposisi

30 Menit

Disposisi/ Perintah

kcle;xgknpan tender/ pemilihan
langsung

Bukti Pelaporan dan Disposisi

Disposisi/ Perintah

memeriksa dan menystujui

|administrasi kelengkapan

tender/ pemilih langsung jika di
setujui diteruskan ke KABID dan
jika tidak disetujui di kembalikan|
ke staff untuk diperbaiki

YA

Bukti Pelaporan dan Disposisi

15 Menit

Disposisi/ Perintah

memeriksa dan menyetujui
administrasi kelengkapan
tender/ pemilih langsung , jika di
setujui di teruskan ke Sekretaris
dan jika tidak disetujui di
kembalikan ke KASI untuk
diperbaiki

AW
N

Bukti Pelaporan dan Disposisi

30 Menit

Disposisi/ Perintah

memeriksa dan menyetujui
administrasi kelengkapan
tender/ pemilihan langsung, jika

tidak di setujui di kembalikan ke
KABID untpk di perbaiki

Bukti Pelaporan dan Disposisi

15 Menit

Disposisi/ Perintah

memeriksa dan menyetujui
administrasi kelengkapan
tender/ permilihan langsung, jika
di setujui di teruskan ke staff
untuk di tindak lanjuti dan jika
tidak disetujui dikembalikan ke
KABID untuk diperbaiki

Bukti Pelaporan dan Disposisi

Disposisi/ Perintah

pemasangan di lapangan dan
pengawasan kerja

Pekerjaan Ki } Di

Pengadaen dan
pemasangan

10

laporan hasil pemasangan

]

Laporan Hasil Pemasangan,
Inventaris Kebutuhan dan Disposisi

15 Menit




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN

Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

i i M

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraam
Analisis Dampak Lalu Lintas.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubugan di wilayah

ANl O aln
Keterkaitan SOP

Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peringatan

Apabila pembuatan Rekomendasi Teknis Andalalin terlambat/tidak dibuat maka penerbitan dokumen Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) tidak akan berhasil

Nomor SOP :{004/Dishub.04/07/2023
Tanggal Pembuatan |:|13/07/2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
A
7
DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP. 19710301 199101 1002
Nama SOP Penyelenggaraan Rekomendasi Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas

Kualifikasi Pelaksana

1. Penilai Andalalin

Peralatan/ Perlengkapan

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja

2. Buku Referensi

3. Komputer dan Printer

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




Pelaksana

Mutu Baku
No Aktivitas Kepala | Sekretaris | Kepala Bidang | Kepala Seksi Keterangan
Pemohon | Sekretariat Dinas Dinas Lalu Lintas MRLL Staff Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output
SOP Penyelenggaraan Rekomendasi Teknis Apalisis Dampak Lalu Linias : > -
1 |Pemohon menyerahkan berkas i 1. Surat Permohaonan Smenit |Kelengkapan data
dokumen permchonan 2. Kesesuaian Tata Ruang
3. Site Plan/DED
{ ) 4. Bukti Kepemilikan/Penguasaan
Lahan
S. Foto Lokasi Kegiatan
2 [|Menerima, meregister dan Check List Berkas Persyaratan 1Jdam Data & Informasi
meneruskan surat masuk ke E Berkas permohonan
Kepala Dinas/Sckretaris =I l > > I
3 |Menginstruksikan/Disposisi ke Berkas permohonan 10 Menit | Paraf & Disposisi
Bidang Lalu Lintas
4 |Memerintahkan ke Seksi Berkas permohonan 10 Menit |Paraf & Disposisi
Manajemen dan Rekayasa
5 |Menugaskan Tenaga Ahli di Berkas permohonan 5 Menit | Paraf & Disposisi
Bidang Perencanaan v |Surat perintah
Transportasi
6 |Survey Lokasi & Pengumpulan Feralatan dan Check List 1 Hari Data & Informasi
Data | Relengkapan
7 |Persetujuan Konsep Surat Data & Informasi 1 Jam Paraf Persetujuan
[ le
e e
8 |Penandatanganan Surat Data & Informasi Surat}1 Hari Penandatanganan
Rekomendasi R rekomendasi, saran dan teknis Persetujuan
9 |Penomoran Surat Data & Informasi Surat|10 Menit [Berkas Persetujuan
I rekomendasi, saran dan teknis
10 |Penerbitan Surat Rekomendasi Berkas Persetujuan 10 Menit |Dokumen

Surat rekomendasi,
saran dan teknis




Nomor SOP :|005/Dishub.04/09/2023
Tanggal Pembuatan |:|13/07/2023

e S Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIAMIS
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN DADANG MULYATNA, S.S0s., MSi
NIP. 19710301 199101 1002
Nama SOP Mitigasi Bencana Dinas Perhubungan

Dasar Hukum

1. Undang - undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis

Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Keterkaitan SOP

Peringatan

abila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami dasar teknis rekayasa lalu lintas
2. Memahami karakteristik ruas jalan
3. Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

4. Mampu mengoperasikan komputer

Peralatan/ Perlengkapan
1. Komputer

2. Kendaraan Operasional

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




‘¥

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ke Kepala Bidang Keterangan
pala Bidang | Masing Masing | Kepala Bidang Waktu Output
Kepala Dinas Laly Lintas Staff Yutes .:rek?-t dan Tim Forum LLAJ Persyaratan / Kelengkapan al pu
SOP Mitigasi Bencana Dinas Perhubungan
1 |Penemuan Permasalahan Lalu S menit Syrat
Lintas diakibatkan Bencana Permohonan
Alam yang Terjadi
2 |Penerimaan Informasi Surat Permohonan Rekayasa Lalu Lintas 10 Menit Disposisi Surat
Permasaldhan Lalu Lintas dan
Disposisi kepada Masing-
Masing Bidang |
!
3 |Menerima Disposisi dan | Disposisi Surat 15 Menit Disposisi
Melaksanakan Sesuai Masing .
Masing Bidang Tugas dan ﬁ ﬁ
Mendisposisi ke ing. ing
Seksi Terkait
4 |Menerima Arahan Survei Lalu Disposisi 15 Menit Disposisi
Lintas Kelapangan yang terkena
dampak Bencana
5 |Melaksanakan Survey Kelokasi Disposisi 60 Menit Data Hasil Survey
daerah Bencana
6 |Menganalisa Hasil Suvey dan Data Hasil Survey 60 Menit Laporan Hasil
Berkolaboratif dengan Bidang Survey
lain yang Terkait
7 |Membuat Rekomendasi Mitigasi 1 - Laporan Hasil Survey 30 Menit Bahan Paparan
Mitigasi dari
Masing-Masing
| Bidang
L |
1
8 |Diskusi Hasil Rekomendasi | Bahan Paparan Mitigasi dari Masing-Masing | 120 Menit Berita Acara
dengan Instansi Terkait Lainya E';] Bidang Kesepakatan
9 |Melakukan Uji Coba Berita Acara Kesepakatan 1 Hari Hasil Uji Coba Uji Coba dilaksanakan pada
1 Hari Penuh
10 |Melakukan Evaluasi Hasil Uji Hasil Uji Coba 60 Menit Pepgambilan
Coba Keputusan
, 1
11 |Membuat Berita Acara Hasil Persetujuan 30 Menit Berita Acara
Persetujuan Mitigasi Persetujuan
Rekayasa Lalu
Lintas
12 |Menerima Berita Acara dan — Berita Acara Persetujuan Penetapan 30 Menit Laporan Rekayasa
Penetapan Rekayasa Lalu ‘ Rekayasa Lalu Lintas, Penetapan Fosko, Lalu Lintas
Lintas, Penetapan Posko, Jaringan Trayek, dan Pemasangan PJU
Jaringan Trayek, dan Portable selama Waktu yang Diperlukan
Pemasangan PJU Portable
selama Waktu yang Diperlukan




SOP 1 C : Bongkar Muat

Pelaksana Mutu Baku
NO |Aktivitas
Petugas Pendaftaran Bank BJB Paraysratan/ Waktu Output Keterangan
Kelengkapan
Penyaiapan persyaratan Fotocopy Surat Tanda pengenal form
Pembayaran Parkir Bongkar Tanda Nomor pendaftaran parkir
Muat dan Penverahan Kendaraan, Fptocopy Bongkar Muat
persyaratan pembayaran Parkir Bk, Tyt s =
Bonskar Mitit > dan Permohonan
car Mua A
1 g Lokasi dan Waktu 10 Menit
Bongkar Muat yang
] <
I di mohon
]
I
i
! Tanda pengenal form Bukti Pembayaran
| pendaftaran parkir Konsumen
Petugas mengecek 1 W Bongkar Muat
kelengkapan data kendargan 1 "
bila sudah lengkap Petugas el b St s & okl = .
2 memberikan bukti 10 Mpuit
pembayaran untuk konsumen
melaksanakan pembayaran
Bukti Pembayaran
Konsumen melakasnakan Konsumen dan Uang
3 pembayaran sesuai dengan Pembayaran 10 Menit Bukti Tanda
Klasifikasi kendaraan Biaya Pembayaran
Parkir Bongkar Muat
Petugas Memberikan SKRD v
4 dan Kartu Parkir Bongkar [ Bukti Tanda 10 Menit Kartu Parkir
Muat kepada | Pembayaran Bongkar Muat
Konsumen/Pemohon
Pemchon menerima kartu
parkir bongkar muat dan v .
5 Petugas Mendokumentasikan Kartu Parkir 10 Menit
: Bongkar Muat
hasil Permohonan/konsumen
Bongkar Muat
Bendahara penerima UPTD
Pengelolaan Parkir merekap v ; :
6 dan menyetorkan hasil ( ) Relap PAD Parkir 10 Menit Dattjs Barieir Bonghar

pendapatan hari itu kepada
petugas BJB

Bongkar Muat

Muat




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nomor SOP :1:001/Dishub.05/ 07/2023
Tanggal Pembuatan  |:|:13/07/2023
Tanggal Revisi
KAB. CIAMIS
e Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIAMIS

|

DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP. 19710301 199101 1002

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN JALAN

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Personil yang mampu menggunakan komputer

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu
Lintas Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah

Peraturan bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas

Perhubungan
Keterkaitan SOP

Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Flasdisk

Alat Peraga materi Keselamatan Jalan

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




A
- 3 N ’ v
Polaksans ‘Hatu Baku
Ho Aktivitas Kopain Bidang Kotorangan
Kopala Dinas | Toknik Sarana dan x:" Seles! Staft Narasumber Bimtok D“‘";’:"““"’ ! lontrian Agama Poserta o racktans Waktu Output
SOP Pemiliban Pelgjat Pelopor Keselamatan Jalan
Kepala Seksi Keaelamatan
membunt Sural permintasc
1 |peserta bimtek melalui Dines Q"‘ o] Surat Dasar Kegiatan| 15 Menit | Hosil Surat
Pendidikan Wilayah XIIT '
Provinsi Jawa Barat i
'
1
+
i
'
|
Staff Merberikan Hasil Susat | Hasil Surat
2 |Kepuda Kepala Bidang dan 4 Revisi I Hasil Surat 5Menit |yang sudalt di
P | £
Moniota Pacal - o - N ahcnanmendennneinas o
: Revisi |
I
T
1
1
1 4 Hasil Surat
Memberikan Surat Kepada LN i s v yang sudalt di
3 |Kepala Dinas Unk ditanda | — T » md‘hd_ipnfn" 5 Menit | paraf dan
tarigani ~ ditande
tangani

Staff mengirimkan Hasil Surat Hasil Surat yang
4 |Ke Dinas Pendidikan Wilayah sudah di pasaf dan 15 Menit
XIM Provinsi Jawa Barat ditanda tangani

Menerima Surat dai Dinas ; e e e ih Data Yang
5 |Pendidikan Wilayah XIII —— x;x’: = ""“ 5 aye 1 Hari | Terlampis
Provinsi Jewa Barat s Pada Surat

Pendaftaran pesorta atas
6 relomendari Dinas Data Yang Terlampir 15 Menit Para Peserta
Pendidikan Wilayah XIII Pada Surat Bimtek
Provinsi Jawa Barat

N Suret Permohonan

J Narasumber
7 meunqmn Nerasumber Pemilihan Pelajar 1 Had

Bimtek Keselamatan LLAJ Pelopor Kes¢lamatan

LLAJ

Pelaksanaan Pemilihan

Pelajar Pelopor Keselamatan riifileat
8 |LLAJ dan Penghjaran/ Materi el i

oleh Narasumber

Pembagian Sertifikat dan Dokumentasi
9 |Pembagian Penghargaan ( ) |Sertiicer 1 Jam  |dan Laporan
Peserta Kegintan




S/
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Ciamis
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah

Peraturan bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas
Perhubungan
Keterkaitan SOP

Peringatan

Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Nomor SOP :|:002/ Dishub.05/07 /2023
Tanggal Pembuatan  |:|13/07/2023
Tanggal Revisi :
% Tanggal Efektif
= Disahkan oleh : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIAMIS

-

DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP. 19710301 199101 1002

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN JALAN
UMUM (PJU)

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan

Personil yang mampu menggunakan komputer

Minimal D3

Peralatan/ Perlengkapan
Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Flasdisk

Alat Peraga materi Keselamatan Jalan

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




N Pélakesi Mutu Baku
°
| WepalaDinas |  Seckretaris | Kabid Teknik Sarana | Kasi Teknik Sarana | Sub Bagian Umum (Kearsipan) | Tim Teknis PJU | Kepala Desa/Lurah | y / | waktu [ output
SOP 1 : [dentifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan
SOP 1 A : Perbaikan PJU g
Masyarakat menyampaikan
rencana kegiatan berupa
1 |perbaikan PJU kepada Alamat, nomor tiang, foto lokasi 1 hayi Laparan lisan
aparatur lingkungan setempat
(Desa/Kelurahan)
Surat
2 3:‘;’:::?}1‘:::::’ da Surat permohonan, alamat, nomor 1 hesi permohonan
Dinas Perhubungan tiaang, foto lokasi 2 perbaikan
PJU
Surat permohonan diterima
oleh Sub Bagian Umum - i ; -
3 (Kearsipan) untuk selanjutaya __J Lembar disposisi 1 hari Disposisi
disampaikan ke Kepala Dinas
Sprat ) diterima
oleh Kepala Dinas lalu ’ Lembar disposisi Lhari  |Disposisi
diteruskan ke Sekretari
Sirat permohonan diterima
oleh Sekrotasis lalu di : 2 3 » st
kepada Kepala Lembar disposisi 1 hayi Disposisi
Bidang
Disposisi diterima oleh Kepala
Bidang lalu menugaskar Lembar disposisi 1 hagi Disppsisi
kepada Kepala Seksi
Kepala Seksi menggagendakan e |
jadwal pemelinaraan dan Lembar disposist 1hyi  |Disposisi
menugaskan Tim Teknis
Tim Teknis melakukan Surat
koordinasi dan melalsapakan [_ > J " Perintah
fagae pesieliharasn P Surat Perintah Tugas dan SPPD Vhari [ dan
sesuai permohonan dari Desa I SPPD
Tim Teknis membuat laporan o
kegiatan hasil pemeliharaan Foto dokumentasi dan laporan hasil 1 hayi apar
PiU. Harian




SOP 1 B : Pemasangan PJU Swadaya

Masyarakat menyampaikan
rencana kegiatan berupa

Permohonan

1 |pemasangan PJU swadaya Alamat, nomor tigng, foto lokasi 1 hari lisass
kepada aparatur lingkungan
sgtempat (DesafKelurahan)
Desa/Kelurahan mengajukan Surst
surat permohonan Surat permohonan, alamat, nomor 1 hasi permohonan
2 |rekomendasi pemasangan tiaang, foto lokasi rekomendasi
RJU swadaya kepada Dinas PJU swadaya
Ferhubungan
Surat permohonan diterima
oleh Sub Bagian Umum z o5 i g2
3 |(Kearsipan) untuk [ Lembay disposisi 1 hasl Disgosisi
sglanjutnya disampaikan ke
Kepala Dings
Surat h di " 1h D o
oleh Kepala Dinas laly Lembar disposisi ari poe
diterunkan ke Sek i
Surat permohonan diterima
oleh Sekretaris lalu di Lembay disposisi 1 hari Disposiai
disposisikan kepada Kepala
Bidang
Disposisi diterima oleh
Kepala Bidang lalu Lembay disposisi 1 hari Disposisi
menugaskan kepada Kepala
Sekai
Kepala Sekui melakukan 3
kerdinesi dan melakeaaksi L ATK Uhagt,  |DPkpmentesi
: l__j haail survey
survey ke lokasi rencana
pemasangan PJU swadaya
Kepala Seksi membuag . : 1 hasi Konsep surat
konsep surat rekomendasi Komputer, printey, ATK el rekomendasi
pemasangan PJU swadaya
Surat
Penerbitan Sucat o Zuradt Rekomendasi Pemasangan PJU 1 hari g:;:::::::x
% ) \ ) wadaya
Rekomenday PJU Swadaya




Nomor SOP :|003 /Dishub.05/07/2023
Tanggal Pembuatan  |:|13/07/2023
Tanggal Revisi :

KAB. CIAMIS

o Tanggal Efektif

Disahkan oleh - KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS

A —

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN , DADANG MULYATNA, S.Sos,, MSi

NIP. 19710301 199101 1002

Nama SOP : SOSIALISASI KESELAMATAN JALAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Personil yang memiliki kemauan untuk memahami alur perencanaan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Personil yang mampu menggunakan komputer

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu
Lintas Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah
Peraturan bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unsur Dinas

Perhubungan
Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan
Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Flasdisk

Alat Peraga materi Keselamatan Jalan

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kopala Bidang Kepala Soksi Nerasumber | Dinas Pendidikan / Persyaratan/ Fatsaracann
Posert; Wakt: Out,
Kepala Dinas | Toknik Saranadan | PR 0 Staff :atpere Sefolah atrian Agama. oserta Vileagkaped u put
Jbesliniatan - :
SOP 1 ; Sosialisasi Kesclamatan Jalan Y
SOP 1 A : Bimtek Kesplamatan LLAJ Terhadap Guru Guru Pand
Kepala Seksi Keselamatan
membuat Surat permintaan
péserta bimtek melalui Dinas
; |Pendidikan dan Kentor Q_——.| I- 3 o pea 15 Menit | Hasil Surat
Kahtor Kementarian Agame H egiatan
Knbupaten Cimmis dan Surat |
permintasn Narasumber yang '
sudah bersertifikat \
1
|
: Hasil 8
: 1 il Surat
Stiff Memberikan Hasil Surat .
; i &
2 [Kepada Kepala Bidang dan 3 Revisi : Hasil Surat 5 Menit ;::;mdah
Mesminta Paraf . it
i o e Rl
: Revisi »%
|
T
]
: Hasil Surat
| Memberikan Suraz Kepada | 4_ _ Hasil Surat yang it TN ;‘;:"" &
3 |Kepala Dinns Untuk di tanda N L - sudah di paraf P toada
Staff monginimian Hoail Hasil Surat yang
4 |Suratke Dinns Pendidikan sudah di paraf dan 15 Menit
dan Kantor Kementrian ditauda tangeni
Agana Kabupaten Ciamis
b Surat dari Dinas
Menerima Surat dari Dinas Penglidikan den 1 Haxi 'tr):dl::;;‘x‘
5 |Pendidikan dan Kementrian Kantor Kementrian Pada Surat
Agama Kabupaten Ciamis Agatoa
Pendaftaran peserta atas
rekomendari Dinas ‘:...J Data Yang Terlasmpic | o yeo . |Pese Peerta
6 |Peudidikan dan Kantor 'adi Surat Bimytek
Knntor Kementerinn Agam
Kabupaten Cimmis
Surat Permohonan
7 Mengundang Narasumber Narasumber Bimtel 1 Hari
Bistek Keselanatan LLAJ LLAJS
Pelaksanaan Bimbingan
s |trknis Keselamatan LLAJ 2Hari  |Sertifikat
Terhadap Gury-Guru PAUD
dan Post Test
s, TS
i " Dokumentasi
Pembagian Sertifikat §
9 |Keuclametan LLAJ Kepada Sestifikat oo | dom Ly
Peserta Diklat yang Lulus gl




v
SOP 1B isoss Z
Kepala Seksi Keselamatan
membuat Surat C}._Ej L Surat Dasar s
! | pemberitabuan ke sekolah ! Kegintan 18 Nsmit | Howl Surat
yang ditaju :
'
1
1
1
1
Staff Memberikan Hasil Suat ! Hasil Surat
2 |Kepada Kepala Bidang dan — 1 Hasil Surat 5Menit  |yang sudab di
Meminta Pasaf ! pasaf
T — st o s i s S
) Revisi -
|
T
|
1
] Hasil Surat
| Memberikan Burat Kepada ] yang sudah di
3 |Kepala Dinas Untuk di tanda | — ™. 1 ::-::l:a‘f“ i 5Menit  |paraf dan
tangani l per ditanda
tangani
= Hasil Surat yang
Staff mengirimkan Hosil g
Surat ke Sekolah Yang dituju [ : : ;:‘&:hd;“m‘" 15 3enis
1 g
Menerima balason Susat der E__J Surat dari Pihak -
Pitiak Sekolah yang dituju Sekolah Yang dituju i
(I L1
Jadtwal Pelaksenaan . Tanggal
eishraiey Pembuatan Jadwal | 15 Menit |T0S8
Pelaksaanan Sosialisasi i ’
disekolah 2 Hari Sertifikat
. : Dokumentasi
Peothaglen B¥itiAkar B :) Sertifikat 1 Jam |dan Laporan
Kegiatan




Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanganan antara Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jala

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum

Peraturan Daerah Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan

Umum
Keterkaitan SOP

Peringatan

Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Nomor SOP :{001/ Dishub.07/07/2023
Tanggal Pembuatan  |:{13/07/2023
_KAB CiAwS Tanggal Revisi 8
por T 1 Efektif
//_7}"/”/\/\ e?ngga e
: - Disahkan oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
& S5 E
e i v &
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS NIP. 19710301 199101 1002
PARKIR Nama SOP Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Parkir

Kualifikasi Pelaksanaan

Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan

Fotocopy Buku Uji Kendaraan

Permohonan Lokasi dan Waktu Bongkar Muat yang di mohon
Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Bendahara Bendahara Persyaratan/ Keterangan
Juru Parkir Petugas Pemungut Petigrima Pembuiit] P fia Dinis Kepala UPTD Parkir Bank BJB Kelengkapan Waktu Output
SOP 1 : PARKIR :
SOP | A : Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Parkir
Juru Parkir Menerima BLANKO
Retribusi Parkir dari Wajib TAGIHAN
1 Retribusi, dan menyetorkan @ Uang Retribusi S Menit BERDASARKA
Retribusi Parkir kepada Parkir N HASIL UJI
Petuggs Pemungut Dinas PETIK
Perhubungan POTENSI
Petugas Pemungut merekap
hasil pemungutan PAD sesuai
ids : A 4
i vl =] ] St
P Blanko tagih : ho
2 ||menystorkan kepada ] berg:sarki‘nalj;i Pegile| WO Memt gcéz;(;l(aﬁan
Bendahara Penerima ) PJU
Pembgntu dan melaporkan
hasil rekapan kepada Kepala
UPTD Parkir
. v
Bendahara Penerima
3 PemF)anFu mcny('etorknn Hasi] Tanda Terima Setoy 10 Menit
Retribusi yang didapat kepada
Bank BJB
Bank BJB memberikan Surat STS Yang
Tarida:Setor (ST5), dax juga }: Surat Tanda Setoran sudah
4 |bukti transaksi setoran tunai . 10 Menit Gy o,
< (STS) divalidasi oleh
kepada Bendahara Penerima tugas BJB
Pembantu e
Bendahara Penerima Dinas
merekap dan juga v STS Yang sudah
i 8 . Rekape
5 |mendokumentasikan hasil divalidasi oleh 5 Menit P:Dapan das
Retribusi yang sudah petugas BJB

disetorkan
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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PARKIR

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanganan antara Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jala

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum
Peraturan Daerah Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan

Umum
Keterkaitan SOP

Peringatan

Apabila proses pengerjaan Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka pelaksanaan tidak terarah

Nomor SOP :{002/Dishub.07/07/2023

Tanggal Pembuatan  |:|13/07/2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
-

o
DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
NIP. 19710301 199101 1002
Nama SOP : Parkir Berlangganan

Kualifikasi Pelaksanaan

Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan
Fotocopy Buku Uji Kendaraan
Permohonan Lokasi dan Waktu Bongkar Muat yang di mohon
Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

Peralatan/ Perlengkapan
Alat Tulis Kantor

Komputer, Printer dan Flasdisk

Pencatatan & Pendataan




Pelaksana Mutu Baku
NO |Aktivitas Persy
yaratan/
Pemohon Petugas Pendaftaran Bank BJB Kelengkapan Waktu Output Keterangan
: Stnk ,ktp dan Form Tanda pengenal form
Pemohon mendatangi tempat Eenldaftaran parkir Eenldaftaran parkE
pendaftaran parkir erlangganan erlangganan stn
berlangganan , Pemohon
1 mengisi form pendaftaran 1 Menit
parkir berlangganan dan
menyerahkan data kendaraan I
dan data Pribadi I
I
I ) 4
Petugas mengecek I_ R A ’ Tanda pengenal form
2 kelengkapan form pendaftaran _\ pendaftaran parkir |2 menit
dan data kendaraan i berlangganan stnk
Petugas memproses form 4
3 pendaftaran/memasukan 5 menit Bukti Tanda Setor
pada data base T
|
szlk??zr; inembaaxi(:r retx;il:..lsx ‘ Kwitansi, sticker dan
4 . e > Bukti Tanda Setor 3 menit kartu parkir
jenis kendaraan yang di AT
daftarkan ==
Pemohon menerima bukti Kwitansi, sticker dan
5 pembayaran, sticker dan < kartu parkir 2 menit
kartu parkir berlangganan berlangganan
Bendahara penerima UPTD
Pengelolaan Parkir merekap ;
6 dan menyetorkan hasil Bekap PaD Fasics 15 menit

pendapatan hari itu kepada
petugas BJB

Berlangganan




NOMOR SOP :001/Dishub.08/07/2024
TGL. PEMBUATAN : 02/01/2024
TGL. REVISI '
Shr i TGL. EFEKTIF
X j TGL DISAHKAN : A DINAS PERHUBUNGAN
CABUPATEN CIAMIS
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& /)
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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS ‘ G MULYATNA, S.Sos., M.Si
DINAS PERHUBUNGAN 19710301 199101 1 002
Penyelenggaraan Terminal Penumpang

MANLAS0E Angkutan Jalan Tipe ¢

1. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
2. | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038)

5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 1. | Memahami Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan




8. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Komputer/Laptop dan peralatan pendukung lainnya

1. | Standar Pelayanan Terminal 2. | Dokumen RPJMD
' 3. | Renstra Dinas Perhubungan

Jika penerimaan SOP tidak dilaksanakan maka alur kegiatan tidak akan sesuai 1. | Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




KEGIATAN

Bus AKAP, Bus
AKDP, Angkutan
Perkotaan, Angkutan
Perdesaan dan
Mobil Penumpang

Angkutan
Umum

PELAKSANA

Petugas
Terminal

Kepala
Terminal

Kepala UPTD
Terminal

Kelengkapan

PDL
Sarana
Pendukung

MUTU BAKU
Waktu
1 Menit

Kendaraan masuk
terminal

Mengarahkan
kendaraan sesuai
jalur di terminal
secara tertib dan
teratur di tempat
yang telah
ditentukan

PDL
Sarana
Pendukung

2 Menit

Kendaraan tertib
masuk terminal

Mencatat informasi,
berupa :

Jumlah Bus
AKAP,Bus AKDP,
Angkutan Perkotaan
,Angkutan
Perdesaan dan
Mobil Penumpang

- Jumlah Naik Turun
Penumpang
Pengguna Angkutan
- Trayek Bus AKAP
dan AKDP

Buku Catatan
Data Kendaraan
ATK

3 Menit

Data kendaraan ,
Data Jumlah Naik
Turun Penumpang

Mengatur lalu lintas
ketika kendaraan
meninggalkan
terminal

PDL
Sarana
Pendukung

3 Menit

Lalu lintas
kendaraan lancar




Petugas Merekap
hasil laporan harian
berupa ;

- Jumlah Angkutan
Pedesaan, Angkutan
Perkotaan, AKAP
dan AKDP

- Jumiah
Penumpang
Pengguna Angkutan
- Jurusan Trayek
AKAP dan AKDP

Buku Laporan
harian Terminal

25 Menit

Rekapitulasi data

Petugas
Menyerahkan ;
Laporan harian
kepada Kepala
Terminal

Rekapitulasi
data




Kepala Terminal Buku Laporan 60 Menit Laporan Bulanan
membuat rekap bulanan untuk terminal dan
bulanan, Data Terminal Arsip

Angkutan Umum,

Jumlah Naik Turun

Penumpang

Menerima Berkas Laporan 1 menit Laporan Bulanan
Laporan dan Bulanan

Penandatanganan
Oleh Kepala UPTD
Terminal

L




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KAB. CIAMIS
—

Nomor SOP

001/Dishub.06/01/2024

Tanggal Pembuatan

02/01/2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh
%, . Pembina Utama Muda, IV/c
C NIP. 19710301 199101 1 002
\\. e A N
NAMA SOP Mutasi Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang — Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

. Undang — Undang No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor;

. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type
Baru

. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1866/sj Tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Daerah

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis ;

10. Peraturan Daerah Ciamis No.15 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

v B WN =

W oo N

1.  Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2.  Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3.  Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP Perlengkapan

1. Surat Permohonan ( Model PKB- 1)

2. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP MUTASI KELUAR

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
Petugas
8 JFU Ka. UPTD KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Pendaftaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon Mengisi Surat Permohonan dan menyerahkan persyaratan di loket
pendaftaran pada Loket 1 antara lain :
- Foto Copy KTP .
1 ( } Unit Komputer, ATK, dan Model PKB-1 1 menit Verifikasi /Validasi
- Foto Copy Fiskal antar daerah
- STNK domisili baru
- Kartu uji yang masih berlaku
2 |Penghapusan data Kendaraan dari database; Unit Komputer, Dokumen 2 menit Verifikasi
3 |Pencabutan berkas dan kartu induk; | Il Dokumen 2 menit Dokumen
r_} Dokumen, Surat Rekomendasi Mutasi
4 |Surat Rekomendasi Mutasi Uji keluar di tandatangani Oleh kepala UPTD l = Keluar b2 3 menit Surat Rekomendasi
Pemohon / Pemilik Kendaraan menerima Surat Rekomendasi Mutasi Uji . 3 Menerima Surat Rekomendasi Mutasi
5 Surat Rekomendasi dan dokumen 2 menit he
Keluar beserta berkas. Uji Keluar dan Dokumen
Catatan :

Model PKB-1 = Surat Permohonan

JFU

= Jabatan Fungsional Umum




~_KAB.CIAMIS

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor SOP

002/Dishub.06/01/2024

Tanggal Pembuatan

02/01/2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh ALA DINAS PERHUBUNGAN
BUPATEN CIAMIS
MULYATNA, S.Sos., M.Si
; .\P,en'\/bir?/Utama Muda, IV/c
Fernuo Nip, 19710301 199101 1 002
e TAMLD 2
NAMA SOP Mutasi Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang — Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

. Undang — Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor;

. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Type Baru

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis ;
9. Peraturan Daerah No.15 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B W N

0 N oYU,

1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2.  Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

Perlengkapan

1. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
2. SOP Penggatian Kartu Uji Hilang atau Rusak.

S b o)

1. Lembaran Surat Permohonan ( Model PKB- 1)

Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Pertama (Model PKB- 2)

Lembar Identifikasi Kendaraan (Model PKB-3)

Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor

Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor , Alat Ukur, Timbangan dan Tool Kit 5.
Pelindung Diri ( APD )

Alat

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP MUTASI MASUK

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
Petugas Pendaftaran|  ©empant JFU | JFT/penguy| YFT/Pengul KELENGKAPAN WAKTU oUTPUT
Bendahara Tingkat 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemohon / Pemilik Mengisi Surat Permohonan dan menyerahkan
persyaratan pada loket 1 antara lain:
- Surat Rekomendasi Mutasi Masuk dari Daerah Asal Komputer dan Model PKB-1
1 |. KTP Pemilik Kendaraan ATK 1 menit Verifikasi / Validasi
- STNK ( )
- Kartu Uji dan Kartu Induk Asli dari Daerah Asal
- Surat Keterangan Tera ( BMG ) / Mobil Tangki
l ) Komputer, Model PKB-2 2 ment Form A2

2 |Pemohon Mengambil Formulir Pemeriksaan

ATK

Nomor Uji dan Hasil Pemeriksaan

SOP Pemeriksaan teknis kendaraan

3 |Penggesekan Nomor Uji dan Pemeriksaan teknis Kendaraan Bermotor Model PKB-2 Peralatan Uji dan Toolkit 20 menit Sesuai dengan ambang Batas e
Laik Jalan
Penguiji memvermlfasx hasil pemeﬂ}(saan, Apabila kendaraan Seperangkat Komputer dan
dinyatakan lulus uji, maka Kartu Uji dan Kartu Induk akan . _—
5 1. e _ ) o ATK 2 menit Verifikasi data
ditandatangani, jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji diberikan
surat penolakan untuk dilakukan perbaikan dan dilakukan uji ulang
Input data kendaraan Mutasi Masuk pada data base,dan Kartu Uji ) Kendaraan Memenuhi
6  |Baru,Serifikat Bukti Lulus Uji dan kartu induk Di sahkan/ st Lembar Pemeriksaan dan ATK 1 menit persyaratan Teknis dan Laik
Ditandatangan Jalan
Lulus
7 |Penandatanganan kartu induk Kartu Induk 1 menit Pengesahan Kartu Induk
Pemohon menerima Tanda Bukti Lulus Uji berupa Kartu Uji, Serfifikat dan g ’ Tanda Bukti Lulus Uj yang telah
® | stier Hologram yang teah cisahkan diloket 3. K Uy Soefla day Sthec Hologrem Qo monk disahkan
10 |Pemasangan Stiker Hologram é Stiker Hologram Tanda Lulus Uji 0,5 menit Stiker Hologram Bukti Lulus Uji

Catatan :

Model PKB-1 = Surat Permohonan

Model PKB-2 = Formulir Hasil Pemerik Teknis Kendaraan Bermotor
JFT = Jabatan Fungsional Tertentu

JFU = Jabatan Fungsional Umum




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KAB. CIAMIS
L

n Ayuna >

Nomor SOP 003/Dishub.06/01/2024
Tanggal Pembuatan 02/01/2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif e
Disahkan Oleh S PH K1 - KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
g’@ \-[/} KABUPATEN CIAMIS
-

I L/———Q

DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si

\ Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19710301 199101 1 002

NAMA sOP

Numpang Uji Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang — Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang - Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor;

4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1866/sj Tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.15 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2.  Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP Perlengkapan
1. Lembaran Surat Permohonan { Model PKB- 1)
2. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Numpang Uji Keluar

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kepala UPTD Keterangan
Petugas
& JFU / Ka. Subag KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Pendaftaran
TU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemohon / Pemilik mengisi surat permohonan dan menyerahkan
persyaratan di loket pendaftaran pada Loket 1 antara lain :
Seperangkat computer, ATK, dan - el -
1 |, Foto Copy KTP ( ) Model PKB-1 1 menit Verifikasi / Validasi
- Foto Copy STNK
- Foto Copy Kartu uji yang masih berlaku;
2 linput data Kendaraan Numpang Uji Keluar pada data base; Seperangkat computer dan ATK 2 menit Verifikasi/ Validasi
3 |Pengisian Data Kendaraan Numpang Uji Keluar pada kartu induk; Kartu induk dan ATK 2,5 menit Kartu induk
A
Surat Rekomendasi Numpang Uji keluar Ditandatangani Oleh kepala | Kartu Induk, Surat Rekomendasi X )
4 . 2,5 menit Surat Rekomendasi
UPTD; Numpang Uji Keluar, ATK
Pemohon / Pemilik Kendaraan menerima Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi Numpang Uji . Pemohon/ Pk Kendaraan.
5 NiifitaRa Ui Keliae: kel 2 menit | menerima Surat Rekomendasi
pans i eluar Numpang Uji Keluar
Catatan :
Model PKB-1= Surat Permohonan
JFU = Jabatab Fungsional Umum

*Untuk Pengujian yang akan datang agar dilaksanakan di PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis atau dimutasikan



004/Dishub.06/01/2024

02/01/2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS [ ..o oreh

DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUIJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NAMA SOP

Numpang Uji Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Lol o

PN w

Undang — Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang — Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Type Baru

Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

Peraturan Bupati Ciamis No. 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis;

Peraturan Daerah No.15 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP
1. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
2. SOP Penggatian Kartu Uji Hilang atau Rusak.

Perlengkapan

8 Lembaran Surat Permohonan ( Model PKB- 1)

2. Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Pertama (Model PKB- 2)
3. Lembar Identifikasi Kendaraan (Model PKB-3)

4. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Numpang Uji Masuk

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN t Bendah JFT / Penguiji Keterangan
o endahara | ey b bl i o KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT o
Pendaftaran Penerima Penguji Penyelia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemohon / Pemilik Mengisi Surat Permoh y dan yerahk
persyaratan pada loket 1 antara lain:
- Surat Rekomendasi Numpang Uji dari Daerah Asal i
Seperangkat Komputer, ATK dan . a— i Apabila persyarata
1 |- 1 menit Verifikasi/ Validasi
KTP Pemilik Kendaraan C}— Model PKB-1 lengkap
- STNK
- Kartu Uji
- Surat Keterangan Tera ( BMG )/ Mobil Tangki
Seperangkat Komputer dan F g AGdsT e

2 |Pemohon / Pemilik kendaraan mengambil Formulir Pemeriksaan

Model PKB-2

Nomor Uji dan Hasil Pemeriksaan Teknis

SOP Pemeriksaan Teknis

3 P kan N j Py iks: Teknis Kend , Alat uji, M B- 0 it N
enggesekan Nomor Uji dan Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Kendaraan , Alat uji, Model PKB-2 20 meni Sesual Ambang Batas Laik Jalan Karitarasn Berotor
¥~
Input data kendaraan Numpang Uji Masuk pada database, dan kartu s : <
5 |, P pang;s pe [_'_l Seperangkat Komputer 2 menit Verifikasi
induk o
Penguji memverifikasi hasil pemeriksaan, Apabila kendaraan
dinyatakan lulus uji, maka Kartu Uji dan Kartu Induk akan
6 ditandatangani dan Lembar hasil Pemeriksaan beserta bukti Tidak Lulus / Model PKB-1, Model PKB-2 Kartu 2 menit Kendaraan Memenuhi Persyaratan
pembayaran dikirim ke daerah asal , jika kendaraan dinyatakan tidak Uji, Serifikat dan Kartu induk Teknis dan Laik Jalan
lulus uji diberikan surat penolakan untuk dilakukan perbaikan dan
7 ;znf:sahan dan Prncetakan Tanda Bukti Lulus Uji Kartu Uji dan kartu [ I | ATK 1 FERIE Tarida tangan Kartu Induk Kendaraan
9 Pemohon menerima Kartu Uji, Sertifikat dan Stiker Hologram Tanda i 0.5 menit Kartu Uji,Sertifikat dan Stiker Hologram
Lulus Uji yang telah disahkan di loket 3. . yang telah disahkan
10 |Pemasangan Stiker Hologram C—H Sticker Hologram 0,5 menit Pemasangan Stiker hologram

Catatan :

Model PKB-1 = Surat Permohonan

Model PKB-2 = Formulir Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
JFT = Jabatan Fungsional Tertentu

JFU = Jabatan Fungsional Umum




Nomor SOP : | 005/Dishub.06/01/2024
Tanggal Pembuatan 1| 02/01/2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif :
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS Disahkan Oleh ; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
UPATEN CIAMIS
et F
\g\/\n T‘; //
NAMA SOP : | Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana ( Penguji )
1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
2. Undang - Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
6.  Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor,
Kereta Tempelan, Kereta Gandengan danKendaraan Khusus;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
8.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 18 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
10. Peraturan Bupati Ciamis No. 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Urnsur Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis ;
11. Peraturan Bupati Ciamis No. 64 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja UPTD dan UPTB Lingkup Pemerintah Kabupaten
Ciamis.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.15 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Keterkaitan SOP Perlengkapan
1. SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1. Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Berkala (Model PKB- 2)
2. SOP Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor 2. Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Berkala Pertama (Model PKB- 3)
3. SOP Mutasi Masuk 3. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Alat Bantu & Tool Kit 4. Alat Pelindung Diri ( APD )
4. SOP Numpang Uji Masuk
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dipertanggungjawabkan




SOP PEMERIKSAAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

TINGKAT PENGU]JI MUTU BAKU
Penguji Penguji
Pembantu
No. KEGIATAN i i KETERANGAN
Penguji/Penguji| Lnkat2 | Tingkatd | oo pnciapaN | wAKTU OUTPUT
Tingkat 1 /Penguji /Penguji
Tingkat 3 Tingkat 5
1 2 + 5 6 8 9 10 11
Penguji melakukan Pemeriksaan Teknis (Pra Uji) antara lain :
< Bniialy sintih, Model PKB-2/ Model
1 - Menyesuaikan data Identitas Kendaraan (No. Uji, No. rangka, ( ) PKB-3 58 . Kesesuaian Identitas, Apabila tidak ada
No.Mesin) ATK, Tool Kit 2! e Pemeriksaan Teknis masalah
- Peruntukan Meja Gantung
- Kelengkapan kendaraan
Model PKB-2/Model Hasil Pemeriksaan Apabila tidak ada
2 |Pengujian Tingkat suara klakson ( Kebisingan ) PKB-3, Nois Tester 1 menit Teknis sesuai Ambang Pa casalak
Batas
3 Model PKB-2/Model Hasil Pemeriksaan Apabila Bdakad
3 |Pengujian Kepekatan Intensitas Kegelapan Kendaraan ( Kaca Film) I PKB-3 Tint Tester | 1,5 menit | Teknis sesuai Ambang P m:sa]:h 4
Batas
Model-2/Model PKB-3 g
4 Pengujian Emisi gas buang kendaraan bermotor I I Gas Analyzer 1,5 menit Apabila tidak ada
Y masalah
APD
Pemeriksaan bagian bawah antara lain:
- System kemudi,
- Sistem suspensi,
- Sistem transmisi
Model PKB-2/Model . ¢
A
PKB-3 Axle Play Ditector, ’ Hafﬂ Pem:jnksaan Apabila tidak ada
5 |- Penerus Daya A 4 menit Teknis sesuai Ambang
Meja Gantung masalah
APD Batas

- System rem,
- Sistem roda depan dan belakang
!

- Baut baut pengikat Pengencang body

- Sistem Pembuangan




Nomor SOP : | 007/Dishub.06/01/2024

Tanggal Pembuatan 11 02/01/2024

Tanggal Revisi

KAB. CIAMIS

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUIJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Disahkan Oleh AS PERHUBUNGAN {}-
DADANG MULYATNA, S.S0s., M.Si
Q«';,,S pPémbjn‘a Utama Muda, IV/c
~~NIP."19710301 199101 1 002
N T A A
NAMA SOP . | Penggantian Kartu Uji Hilang / Rusak

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

. Undang — Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor;

. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type
Baru;

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.15 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A wN

0w N o v

1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

Perlengkapan

1. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
2. SOP Penggatian Kartu Uji Hilang atau Rusak.

1. Lembaran Surat Permohonan ( Model PKB- 1)

2. Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Pertama (Model PKB- 3)

3. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor

4. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Alat Ukur, Timbangan dan Tool Kit 5.
Alat Pelindung Diri ( APD )

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENGGANTIAN KARTU UJI HILANG ATAU RUSAK

PELAKSANA MUTU BAKU
Penguji
NO. KEGIATAN KETERANGAN
Petugas Pembantu Tingkat4 / ]
Pendaftaran | Bendahara JFU Penguji hELTHSRAT) Pl SRt
Tinekat 5
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Pemohon / Pemilik Mengisi Surat Permohonan dan
menyerahkan persyaratan antara lain :
1 |- FotoCopy KTP Vit Kumigintecesn 2menit | Verifikasi / Validasi
- Foto copy STNK (: Model PKB-1
- Surat Kehilangan dari Kepolisian ( Kartu Uji hilang );
- Kartu uji lama ( Kartu uji rusak )
2 Peml.hk melakukan pembayaran retribusi pada ?oket 2, menerima I SKRD ,seperangkat 15 et SKRD
bukti pembayaran (SKRD) dan Menandatangani SKRD computer
3 |Pencabutan Dokumen kartu induk Raptiien Sasi 2 menit Verifikasi
g Induk
4 |Input data pada Komputer, kartu induk dan pengisian Kartu uji LK Seprraigiat 2 Menit Verifikasi
L Komputer
Penandatanganan kartu induk dan pengesahan kartu uji serta ’ 2
5 I l 5 t H ah
sextififeatTuls gii I ATK 1,5 meni asil pengesahan
Pemilik kendaraan menerima kartu uji dan sertifikat baru yang CD . . kartu BLUe baru yang
6 é
telah di legitimasi, Buku Uji Baru 1 menit telah disahkan
Catatan :

Model PKB-1 = Surat Permohonan
JFT = Jabatan Fungsional Tertentu /Penguji

JFU = Jabatan Fungsional Umum
SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KAB. CIAMIS

Nomor SOP : | 008/Dishub.06/01/2024

Tanggal Pembuatan 1|1 02/01/2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PALA DINAS PERHUBUNGAN

—_—
H’;"]’ m\

"DADANG MULYATNA, S.50s., M.Si
== Peryﬁir’? Utama Muda, 1V/c

Disahkan Oleh

#e. . *NIP. 19710301 199101 1 002

NAMA SOP . | Penilaian Kondisi Teknis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.  Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang - Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Noor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Type Baru;

Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
Peraturan Bupati Ciamis No. 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis;

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.15 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

W

00 Loy R

1.  Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2.  Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

Perlengkapan

1. SOP Pengelolaan Retribusi

1. Lembaran Surat Permohonan (Model PKB-1)

Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Berkala (Model PKB-2)

Formulir Hasil Penilaian Kondisi Teknis(Model PKB-3)

Perangkat Komputer,dan Alat Tulis Kantor

Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor & Tool Kit 6. Alat Pelindung Diri ( APD )

n s we

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENILAIAN KONDISI TEKNIS

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN ii KETERANGAN
SekretariatDinas | ' PA4 | Kayprp | Fembantu | JFTIPenguii f KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Dinas Bendahara Penyelia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Penilaian Kondisi Teknis
4 s 1 Surat Permohonan, Model . o
1 |kendaraan bermotor yang akan dilaksanakan,yang ditujukan Kepada Q_"‘___I 1 menit Verifikasi
: PKB-1
Kepala Dinas Perhubungan;
Disposisi dari kepala Dinas kepada Kepala UPTD Pengujian \

2 Kendaraan Bermotor untuk menugaskan Penguji Kendaraan L—| Unit Komputer,Printer dan 1 menit Surat disposisi
bermotor melaksanakan penilaian Kondisi Teknis kendaraan ATK P
Bermotor;

Sesga} Sutet Pe.ar.mtah I.(epala e, Penigp mélateansion L| Formulir Hasil Penilaian .. | Hasil Penilaian Kondisi

3 |Penilaian Kondisi Teknis kendaraan bermotor dengan membawa = : . 15 menit )

i e ; Kondisi Teknis, Tool Kit Teknis
blangko Lembar Penilaian Kondisi Teknis;

5 Input data pada database, hasil Penilaian Kondisi teknis Kendaraan { I Unit Komputer,Printer dan P— Verifikasi
Bermotor ATK

6 |Penguji memverifiasi data hasil Penilaian Kondisi Teknis; r—-—!:l Blangko lembar Penilaian |, Hasil Verifikasi

Kondisi Teknis
]

7 |Formulir diketahui oleh Penguji I—I Model PKB-2 1 menit Verifikasi

8  |Formulir diketahui oleh Kepala UPTD Model PKB-2 1 menit Verifikasi

9 |Surat Pengantar Ditandatangani oleh Kepala Dinas | I Surat pengantar, ATK 1 menit Surat pengantar
Pemohon menerima Lembar hasil Penilaian Kondisi Teknis dan Surat S . PEHER] ISR

L Pengantar dari Kepala dinas yang telah ditandatangani el e eien i Sl penganisr

g P yang ganl. kendaraan dan Form A4
Catatan :

Formulir Hasil Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor
JFT = Jabatan Fungsional Tertentu

JFU = Jabatan Fungsional Umum



Nomor SOP : | 009/Dishub.06/01/2024

Tanggal Pembuatan 1| 02/01/2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Disahkan Oleh s KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
ABUPATEN CIAMIS

\ a Muda, IV/c
9, NiP. 19730304 199101 1 002
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NAMA SOP : | Rekomendasi-Rubah Kepemilikan
N
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang—Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2. Undang - Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

RBepl; - 3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
4.  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan

Bermotor Type baru;
5. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6.  Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bidan Perhubungan;
8.  Peraturan Bupati Ciamis No. 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis;
9.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.15 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keterkaitan SOP Perlengkapan

1. Lembaran Surat Permohonan (Model PKB-1)
2. Perangkat Komputer,dan Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat

. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dipertanggungjawabkan




SOP Rekomendasi Rubah Kepemilikan

Pelaksana MUTU BAKU
No. KEGIATAN Kepala Keterangan
Pemohon/ JFT/
= JFU .. |UPTD/Ka.| KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Pemilik Penguji
Subag TU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemohon / Pemilik mengisi surat permohonan dan

menyerahkan persyaratan di loket pendaftaran pada Loket 1

antara lain :

Seperangkat

1 |- FotoCopy KTP (: komputer, dan 2 menit Verifikasi / Validasi

- Foto Copy STNK Model PKB-1

- Surat Keterangan RUbah Bentuk dari Karoseri Tertunjuk

- Kartu uji yang masih berlaku;
2 [|Verifikasi data dan kelengkapan | | Alat Ukur, Tool Kit 4 menit Hal Pem;;(d;gan, miel

] Seperangkat ; E
3 |Input data Kendaraan Rubah Kepemilikan pada Data base; I—_I perang 1 Menit Verifikasi
komputer
4 ]S:urat lﬁc?komenciasi Rubah Kepemilikan Diketahui Oleh 1 G pak i eod 1 Menit Penandatangananl Surat
enguji; rekomendasi

Surat Rekomendasi Rubah Kepemilikan Ditandatangani oleh [_ N . Penandatanganan Surat

5 [Kepala UPTD PKB; L_._:I Surat Rekomendasi | 1 Menit rekomendasi
Pemohon / Pemilik Kendaraan

6 Pemohon / Pemilik Kendaraan menerima Surat Rekomendasi Cj Surat Rek dasi 1 Menit menerima Surat Rekomendasi

Rubah Kepemilikan uratexomendasy ; Rubah Bentuk / Status untuk

melengkap persyaratan Samsat
Catatan :

JFT = Jabatan Fungsional Tertentu

JFU = Jabatan Fungsional Umum




Nomor SOP : | 010/Dishub.06/01/2024
Tanggal Pembuatan 1| 02/01/2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif : p——
;:c/“/'ﬂkr PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS Disahkan Oleh : K
DINAS PERHUBUNGAN s/ B
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS : .
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0y s ol i ML
\c\,‘ a ’-».i’/“"»my."19710301 199101 1002
NAMA SOP : Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang — Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

1

2. Undang — Undang No.01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor;
4

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type

Baru

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No0.910/1866/sj Tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Daerah
6. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

9.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.15 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2.  Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

Perlengkapan

1. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
2. SOP Penggatian Kartu Uji Hilang atau Rusak.

Lembaran Surat Permohonan ( Model PKB- 1)

Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Pertama (Model PKB- 2)

Lembar Identifikasi Kendaraan (Model PKB-3)

Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor

Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor , Alat Ukur, Timbangan dan Tool Kit 5. Alat Pelindung Diri ( APD )

I R

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




KAB. CIAMIS
Sy S

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor SOP 013/Dishub.06/01/2024
Tanggal Pembuatan 02/01/2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh INAS PERHUBUNGAN
S pH K%z PATEN CIAMIS
N
& ,"
/ =
W
n
1
A&
' ) "NfP.’].9710301 199101 1 002
NAMA SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Keliling

~Dasar Hukum

Kualifika;i_gglaksana

1. Undang — Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

3, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Type Baru

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 9 Tahhun 2008 TentangPenyelenggaraan Bidang Perhubungan ;

. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis;

~N o uob

1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

*erlengkapan

1. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
2. SOP Penggantian Buku Uji Hilang atau Rusak

118 Lembaran Surat Permohonan (Model PKB- 1)

2 Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Berkala (Model PKB- 2)

3. Perangkat Komputer,dan Alat Tulis Kantor

4 Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor & Tool Kit 5. Alat Pelindung Diri ( APD )

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




KAB. CIAMIS
—y

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor SOP : | 012/Dishub.06/01/2024

Tanggal Pembuatan 1 02/01/2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh INAS PERHUBUNGAN
TEN CIAMIS
. ey
3] z |
* W) !
DANG MULYATNA, §.S0s., M.Si
% Sém_biha/Ut/aHﬁa Muda, IV/c
\ ~"NIP. 19710301 199101 1 002
NAMA SOP . | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang — Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

. Undang — Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor;

. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type
Baru

. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1866/sj Tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Daerah

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.15 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

w B N

w0 N O

1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2.  Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3, Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

Perlengkapan

1. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
2. SOP Penggatian Kartu Uji Hilang atau Rusak.

Lembaran Surat Permohonan ( Model PKB- 1)

Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Pertama (Model PKB- 2)

Lembar Identifikasi Kendaraan (Model PKB-3)

Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor

Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor , Alat Ukur, Timbangan dan Tool Kit
Alat Pelindung Diri ( APD )

Ve s wN R

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN JET / Penguji KETERANGAN
Petugas | Pembant JFU JFT / Penguiji /Penguill ) ENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Pendaftaran | Bendahara Penyelia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemohon/ Pemilik Mengisi Surat Permohonan dan menyerahkan
persyaratan pada loket 1 antara lain:
Kartu Uji Asli, Serifikat Lulus Uji Asli i
1 Uit Kevepuzter, Model 1 menit Verifikasi / Validasi
Foto Copy KTP Pemilik Kendaraan PKB-1
Foto Copy STNK
Surat Keterangan Tera ( BMG ) Untuk Mobil Tangki
2 |Pencarian Kartu Induk I'—“ Berkas Pendaftaran 1 menit Kartu Induk
=
3 Pemohon/ Pemilik kendaraan mengambil Formulir Pendaftaraan dan Model PKB-2 Lrenit Form A2
Membawa Kendaraan ke gedung Pengujian .
;_
—1
» ) Nomor Uji dan Hasil Pemeriksaan SOP Pemeriksaan Teknis
4 |Penggesekan Nomor Uji dan Pemeriksaan Teknis Kendaraan I Model PKB-2,Peralatan Uji| 20 menit Teknis Sesuai Ambang Batas Kendaraan Bermotor
Penguji memverifikasi hasil pemeriksaan, apabila kendaraan Tidak lulus
5 dinyatakan [ult{s uji, maka Kartu Uji dan Kartu Induk akan Seperangvlv(at Komputer, S Analisa data
ditandatangani dan jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji diberikan Kartu Uji, Kartu Induk
surat penolakan untuk dilakukan Perbaikan dan dilakukan uji ulang. Lulus
6 Input Data Base dan Print data kendaraan pada kartu induk , Kartu | Seperang}(at Komputer, it Kartu Uji, Setrifikat Dan Kartu Induk
uji, Setifikat Kendaraan Kartu Uji, Kartu Induk
I le
7 |Penandatanganan Kartu Induk Kartu Induk dan Kartu Uji | 1 menit Penandatangan Kartu Induk
8 Pemohon menerima Kartu Uji, Sertifikat Lulus Uji dan Stiker X Kartu Uji,Sertifikat dan P —— Kartu Uji Sertifikat Dan Stiker
- Hologram yang telah disahkan di loket 3. Stiker Hologram - Hologram
9 |Pemasangan Stiker Hologram (j Stiker Hologram 0,5 menit Stiker Hologram Bukti Lulus Uji
Catatan :

Model PKB-1 = Surat Permohonan

Model PKB-2 = Formulir Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

JFT = Jabatan Fungsional Tertentu

JFU = Jabatan Fungsional Umum




Nomor SOP : | 010/Dishub.06/01/2024
Tanggal Pembuatan 1| 02/01/2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif :
— —JI| PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS Disahkan Oleh :
DINAS PERHUBUNGAN .
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS : <7 )
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR By S LS
N ¢ ﬁ’ NIP. 19710301 199101 1 002
NAMA SOP j F;;;\;;}ian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang — Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

. Undang — Undang No.01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor;

. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type
Baru

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1866/sj Tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Daerah

6. Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

9.Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.15 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B W N

1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP Perlengkapan
1. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor 1. Lembaran Surat Permohonan ( Model PKB- 1)
2. SOP Penggatian Kartu Uji Hilang atau Rusak. 2. Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Pertama (Model PKB- 2)
3. Lembar Identifikasi Kendaraan (Model PKB-3)
4. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor
5. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Alat Ukur, Timbangan dan Tool Kit 5. Alat Pelindung Diri ( APD )

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

PELAKSANA MUTU BAKU
" N
NO. KEGIATAN e KETERANGA
Pemohon/ | Pembantu IFU T/ . JFT / Penguji KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Pemilik Bendahara Penguji Tingkatd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemohon/ Pemilik mengisi surat permohonan dan menyerahkan
y persyaratan pada loket 1 antara lain:
- Sertifikat Registrasi Uji Tipe ( SRUT ) - -
1 Komputer, Model PKB-1, ATK 1 menit Verifikasi / Validasi
- KTP dan Fato Copy (:3
- STNK dan Foto Copy
- Surat Keterangan Tera (BMG)/Mobil Tangki ‘L
2 Pemohon/ Pemilik kendaraan Baru Mengambil Formulir Pemeriksaan ‘LI Model PKB-2 Lembar Pemeriksaan 1 menit Form A3
dan Membawa Kendaraan Ke Gedung Uji E__.l
Penguji melakukan Pemeriksaan antara lain: ¥
- Pengukuran Dimensi Kendaraan dan mengidentifikasi Ej Dimensi Kendaraan dan Berat Kendaraan, ]
3 Alat Ukut, Alat Penimbangan 5 menit Nomor Mesin, Nomor Rangka dan Nomor| SRUT sebagai Dasar
- Penggesekan Nomor Rangka, Nomor Mesin dan Nomor Uji Uji
- Pengukuran Berat Sumbu
" ¢ i . SOP Pemeriksaan Teknis
4 |Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor & Tool Kit, Alat Uji 20 menit Sesuai dengan Ambang Batas laik jalan xerdaraa Barmotor
Penguji Penyelia memverifikasi hasil pemeriksaan, penentuan Daya ' I
Angkut, MST dan Kelas Jalan apabila kendaraan dinyatakan lulus uji, Komputer, Model PKB-2 Kartu Uji, ) Analisa data Penandatanganan Kartu
5 |maka Kartu Uji dan Kartu Induk akan ditandatangani dan jika Kartu induk ATK 2 menit induk dan Kartu Uji
kendaraan dinyatakan tidak lulus uji diberikan surat penolakan untuk
dilakukan Perbaikan dan dilakukan uji ulang.
" ¥
lriput data kendaraan Baru pada data basc?, kmu"_"d“'k dan Kartu . / Seperangkat computer, Buku Uji, 2 it Kendaraan yang memenuhi persyaratan
6 |uji,Sertifikat dan penandatanganan kartu induk uji kendaraan apabila ey Kartu induk ATK ment teknis dan laik jalan
kendaraan dinyatakan lulus uji
= Pemohon menerima Kartu Uji Baru, Sertifikat dan Stiker Hologram Kartu Uji, Serifikat dan Stiker 1 ianit Kartu Uji, Sertifikat dan Stiker Hologram
yang telah disahkan di loket 3. Hologram
8 |Pemasangan Stiker Hologram 4‘ Stiker Hologram 1 menit Stiker Hologram Bukti Tanda Lulus Uji
Catatan :

Model PKB-1 = Surat Permohonan

Model PKB-2 Formulir Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Baru

JFT = Jabatan Fungsional Tertentu

JFU = Jabatan Fungsional Umum




Nomor SOP : | 014/Dishub.06/01/2024
Tanggal Pembuatan : | 02/01/2024

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS e
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUIJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ALA DINAS PERHUBUGAN

KAB. CIAMIS

9, DI ({DANG MULYATNA, S.Sos., M.Si
s Pem.\Pembina}ﬁtama Muda, IV/c
C, . NIP.19710301 199101 1 002

NAMA SOP . | Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Pelayanan Uji
Keliling

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana o ] :

Undang — Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta
Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 18 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;

Peraturan Bupati Ciamis No. 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis ;

10. Peraturan Bupati Ciamis No. 64 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja UPTD dan UPTB Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

U NS
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Keterkaitan SOP Perlengkapan

5. SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1. Lembar Permohonana Pemeriksaan Uji Berkala (Model PKB- 1)

6. SOP Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor 2. Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Berkala Pertama Model PKB- 2)

7. SOP Mutasi Masuk 3. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor , Alat Bantu & Tool Kit 4. Alat Pelindung Diri ( APD )

8. SOP Numpang Uji Masuk

Peringatan
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan




SOP PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PELAYANAN UJI KELILING

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KETERANGAN
Petugas Pembantu JFT / Penguji
JFU JFT / Penguiji KELENGKAPAN WAKTU OuUTPUT
Pendaftaran | Bendahara / Buj Penyelia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemohon/ Pemilik Mengisi Surat Permohonan dan menyerahkan
persvaratan pada loket 1 antara lain:
Buku Uji Asli
Unit Komputer, Model < Verifikasi
1 |Foto Copy KTP Pemilik Kendaraan PKB-1 L menit efitikast
Foto Copy STNK
Surat Tera BMKG Untuk Mobil Tangki
v
Pemohon/ Pemili i i ik E
9 emohon/ Pemilik mengamb.:.l Formulir Pemeriksaan dan membawa —— Komputer, ATK 1 it PKB-2
Kendaraan Ke Tempat Pengujian Kendaraan
i . 1 Nomor Uji dan Hasil Pemeriksaan } .
4 Penggesekan Nomor Uji dan Pemeriksaan Teknis Kendaraan Model PKB-2 dan 30 menit Teknis Sesuai Ambang Batas Laik SOP Pemeriksaan Teknis

Bermotor Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
Jalan
komputer, Model PKB-2 . o
6 |Input Dat Pril induk Verifik:
np ata Base dan Print data kendaraan pada kartu indu Buku Uji, Kartu induk 1 menit erifikasi
Penguji memverifikasi hasil pemeriksaan, apabila kendaraan 3
7 dinyatakan lulus uji, maka Buku Uji dan Kartu Induk akan Tdsklulus Model PKB-1, Model PKB- T Kendaraan Memenuhi Persyaratan
ditandatangani dan jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji diberikan \ 2,Buku Uji, Kartu induk Teknis dan Laik Jalan
surat penolakan untuk dilakukan Perbaikan dan dilakukan uji ulang. Lulus
8 |Pencetakan Tanda Bukti Lulus Uji — ATK 0,5 menit Tanda Bukti Lulus Uji
§ Pemohon menerima Tanda Bukti Lulus Uji yang telah disahkan di < | S Smenit Tanda Bukti Lulus Uji (Sticker
loket 3. i Hologram, Kartu dan Sertifikat)
10 |Pemasangan Stiker Hologram (_'ﬁ Stiker Hologram 1 menit Pemasangan Stiker

Catatan :
Model PKB-1 = Surat Permohonan

Model PKB-2 = Formulir Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

JFT = Jabatan Fungsional Tertentu

JFU = Jabatan Fungsional Umum




SOP PEMERIKSAAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR UJI KELILING

MUTU BAKU
- Penguji -
No. KEGIATAN KETERANGAN
Penguii | o oiaksana | B! | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Pelaksana i Penyelia
Lanjutan
1 2 4 5 6 8 9 10 11
Penguji melakukan Pemeriksaan Teknis (Pra Uji) antara
tains Model PKB-2/Model Kesesuaian
~ | Rumahixumal; PKB-3 Identitas
i} - esuaik i O ' 3,5 menit . ila ti
Mfen)esualkan data Identptas Kendaraan Penggesekan ATK, Tool Kit ,5 meni Pameriksaai Apabila tidak ada
No. Uji, No. rangka, No.Mesin . . masalah
Meja Gantung Teknis
- Peruntukan
- Kelengkapan kendaraan
: i PKB-Z/Mo.deI Hasil Pemeriksaan el
" . I: PKB-3, Nois - ] : Apabila tidak ada
2 |Pengujian Tingkat suara klakson 1 menit Teknis sesuai
Tester masalah
Ambang Batas
‘LI Madsl PKB'Z/M,OdEI Hasil Pemeriksaan -
- . PKB-3 Tint . . . Apabila tidak ada
3 |Pengujian Kepekatan Intensitas Kegelapan Kendaraan 1,5 menit Teknis sesuai
Tester masalah
Ambang Batas
A
o Ej MndetdMoxsl P , Apabila tidak ada
4 |Pengujian Emisi gas buang kendaraan bermotor 3 Gas Analyzer| 1,5 menit masalah
APD
Pemeriksaan bagian bawah antara lain:
Apabila tid
- System kemudi, pahlla Ila: 488
P Model PKB-2/Model et
" Sictem traﬁ :fus' PKB-3 Axle Play Hasil Pemeriksaan Apabila tidak ada
5 s Ditector, Meja 4 menit Teknis sesuai P

- Penerus Daya

- System rem,

- Sistem Roda raoda depan dan belakang
- Baut baut pengikat Pengencang body
- Sistem Pembuangan

Gantung
ABD

Ambang Batas

masalah




>

Pengujian Kincup Roda Depan dan Rem meliputi:
- 3 Hasil Pemeriksaan
Kekuatan rem depan dan belakang Ej Model PKB-2/Model ' . .
6 : . 2,5 menit Teknis sesuai
- Perbedaan rem / Unbalance masing masing sumbu, PKB-3
Ambang Batas
- Efisiensi rem Utama dan rem Parkir
Pengupa'n Iamgu utama meliputi : Model PKB-2/Model wasl Permeriksagn
- Pemeriksaan intensitas Cahaya minimal 12000 cd PKB-3 : : :
7 - . ] 3 menit Teknis sesuai
- Penyimpangan arah sinar lampu Utama Jauh, dekat, Head Light Tester
i Ambang Batas
kiri dan kanan APD
¥ Model PKB-2/ Model
- 1 . | I PKB-3 Speedometer Hasil Pemeriksaan
Pengujian kesesuaian Penunjuk kecepatan ( speedometer z ; :
8 ) Tester 2 menit Teknis sesuai
f APD Ambang Batas
.. M PKB- d . :
Penguji menyerahkan Model PKB-2 Ke Bagian C e il o el | Hasil Pemeriksaan
9 - A PKB-3 1 menit ;
Administrasi. Teknis
Catatan :

Model PKB-2 = Formulir Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
Model PKB-3 = Chek Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor

JFT = Jabatan Fungsional Tertentu

JFU = Jabatan Fungsional Umum

APD = Alat Pelindung Diri




Nomor SOP 015/Dishub.06/01/2024
Tanggal Pembuatan 02/01/2024
Tanggal Revisi
T | Efektif
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS s
KAB. CIAMIS Disahkan Oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
S KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS =
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR < v/
e . «Pembind Utama Muda, IV/c
\» -NIP 13,710301 199101 1 002
NAMA SOP Mutasi Masuk‘Pé'iéyanan Uji Keliling
Dasar Hukum Kualiﬁkasi Pe|aksan3 = T~ b FL"
1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor
2. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3, Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 3. Mengetahui Tugas , Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta

Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 18 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
9. Peraturan Bupati Ciamis No 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 64 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja UPTD dan UPTB Lingkup Pemerintah

Kabupaten Ciamis. .
Keterkaitan SOP Perlengkapan
1. SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1. Lembar Permohonanl Pemeriksaan Uji Berkala (Model PKB- 1)
2. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor P Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Berkala (Model PKB-2)

3. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Alat Bantu & Tool Kit 4. Alat Pelindung Diri ( APD )

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP MUTASI MASUK PELAYANAN UJI KELILING

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN i KETERANGAN
Petugas Pendaftaran| " emiantu JFU | JFT/Pengui| UFT/Pengul KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Bendahara Penyelia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
o i Unit Komputer dan Model PKB-1
1 Pemohon / Pemilik Mengisi Surat Pefmohonan dan menyerahkan ATK 2 menit Verfikasi data
persyaratan pada loket 1 antara lain:
- Surat Rekomendasi Mutasi Masuk dari Daerah Asal
- KTP
- STNK ( )
- Buku Uji
- Kartu Induk
- Bukti izin Trayek ( angkutan Umum / Penumpang )
A
2 |Pemohon Melakukan pembayaran retribusi di loket 2 ‘ I Komputer, Mode! £6-2 0.5 menit Form A2 dan SKRD

ATK, SKRD

" Sesuai dengan ambang Batas

SOP Pemeriksaan teknis kendaraan

3 |Pemeriksaan teknis Kendaraan Bermotor : Model PKB-2 Peralatan Uji dan Toolkit 20 menit Laik Jalan EermokE
; : Seperangkat Komputer dan
5 Input data ken‘daraan Mutasi Masuk pada database,dan Buku Uji Baru ATK fminit Verifikasi data
Beserta kartu induk Baru
2 2 3
(Fj’gng;lllkme]rr}venﬁkam r;(asg p:mjful;zaa:, r;Apalbljla :e:daraan e / Kendaraan Merenubi
6 !nya Ahan gsﬂu]u, e e : ol 'u e ol ?,n ; Lembar Pemeriksaan dan ATK 1 menit persyaratan Teknis dan Laik
ditandatangani, jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji diberikan JSalart
surat penolakan untuk dilakukan perbaikan dan dilakukan uji ulang.
Lulus.
” g 3 - - : Pengesahan Buku Uji dan kartu
7 |Penandatanganan buku uji baru dan kartu induk Baru 1 Buku uji, Kartu induk, ATK 0,5 menit i
L 1
8  |Pengetokan Plat uji r—'—-l Palu, Slag Letter 1 menit Plat Uji Telah Diketok
Pemohon menerima Buku Uji , Plat uji dan Stiker tanda samping yang telah ¥ " telah dital "
9 disahkan diloket 3. 1 menit Buku Ujiyang telah ditandatangani
Stikei ta
10 |P Stiker samping/Pengy Tanda samping (J—) Alat Pengecatan 1 menit Pemasanga;at Sarrrll Ff:nyempro .
Catatan : SEM2S

Mode! PKB-1 = Surat Permohonan

Mode! PKB-2 = Formulir Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor
JFT = Jabatan Fungsional Tertentu

JFU = Jabatan Fungsional Umum




